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ABSTRAK 

 

Muhammad Ilham Alviansyah (D93214079), 2019, Pembentukan Karakter Siswa 

Melalui Program Wajib Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan 

(Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 

Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah), Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dosen Pembimbing I, Drs. Taufiq Suby 

M.PdI dan Dosen Pembimbing II, Dr Lilik Huriyah, M.Pd.I. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan karakter siswa 

melalui program wajib madrasah diniyah , implementasi kebijakan program wajib 

madrasah diniyah yang membentuk karakter siswa, dan faktor pendukung dan 

penghambat implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah dalam 

membentuk karakter siswa di SMP Negeri 1 Wonorejo 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan Jenis dan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah SMPN 1 Wonorejo, wakil 

kepala sekolah, dan guru SMP Negeri 1 Wonorejo sebagai informan kunci. Objek 

penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan program wajib madrasah diniyah 

dalam membentuk karakter siswa. Data penelitian diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. 

Hasil peneltian menunjukkan bahwa : (1) Program wajib madrasah diniyah 

yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan di SMP Negeri 1 Wonorejo 

memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa, dengan tujuan 

membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Madrasah diniyah mencegah agar peserta didik 

tidak gampang terpengaruh oleh pergaulan bebas dan pengaruh buruk dari 

lingkungan masyarakat yang diluar sekolah, sehingga siswa memiliki pemahaman 

tentang agama dan memiliki karakter yang lebih baik dan karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter. (2) Implementasi kebijakan tentang 

Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah sudah sesuai dengan ketentuan 

berdasarkan proses penelitian kualitatif yang penulis lakukan. Dengan adanya 

wujud konkrit dari sekolah dengan mensosialisasikan program wajib madrasah 

diniyah kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan koordinasi dengan 

lembaga pendidikan madrasah diniyah terkait program wajib belajar madrasah 

diniyah. Dengan tujuan meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat dapat 

mengenyam pendidikan Dasar sekaligus pendidikan keagamaan (Madrasah 

Diniyah) dan peserta didik  mempunyai kecerdasan intelektual, emosional yang 

diimbangi dengan spiritual melalui pendidikan agama yang kuat. (3) Faktor 

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program wajib belajar 

madrasah diniyah yaitu, komunikasi, resource, disposisi dan struktur birokrasi. 

 

Kata kunci : pembentukan karakter siswa, program wajib madrasah diniyah, 

implementasi kebijakan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dunia pendidikan memiliki peran penting khususnya Pendidikan Islam 

dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Pendidikan adalah 

pengalaman-pengalaman belajar terpogram dalam membentuk pendidikan 

formal dan non formal, informal di sekolah, dan di luar sekolah yang 

berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan 

kemampuan-kemampuan individu, agar kemudian hari dapat memainkan 

peranan hidup yang tepat.
1
 Pendidikan merupakan masalah yang sangat 

penting terlebih lagi pendidikan mempersiapkan generasi selanjutnya yang 

lebih maju disamping mempersiapkan peserta didik mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga diharapkan meningkatkan peserta 

didik dalam segi keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) kepada tuhan Yang 

Maha Esa, Peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik ini untuk 

mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan atas perkembangan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi pada masa sekarang serta masa yang akan datang. 

Akhir-akhir ini Pendidikan karakter banyak dibicarakan, bukan hanya 

praktisi pendidikan yang membahas pendidikan karakter, bahkan seluruh 

kalangan membicarakannya, seakan semua sadar bahwa lembaga pendidikan 

bukan hanya sebuah lembaga yang menciptakan atau menghasilkan generasi 

yang pandai dalam ilmu pengetahuan, tapi lembaga yang harus menghasilkan 

                                                           
1
 Redja Mudiyaharto, Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar 

Pendidikan pada Umumnya Dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002) cet ke-2, hal. 11. 
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generasi yang juga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yaitu manusia-manusia yang memiliki integritas, berkarakter baik, sehingga 

tidak hanya mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, tapi juga bagi 

masyarakatnya.  

Pendidikan Nasional yang disusun pemerintah melalui undang-undang 

sebenarnya sudah menekankan pentingnya membangun peserta didik.
2
 

Tujuan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional adalah salah satu 

usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mendidik, 

membimbing, membina, mengajarkan, membentuk manusia Indonesia yang 

berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 

mampu mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada diri 

manusia dalam berbagai konteks dimensi seperti moralitas, keberagaman, 

individualitas (personalitas), sosialitas, keberbudayaan yang menyeluruh dan 

terintegrasi.  

Hal diatas terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang termuat 

pada Bab II Pasal 3, bahwa:  “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

                                                           
2
 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis AlQur’an, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,2012). Hal.3. 
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serta bertanggung jawab.”
3
 Oleh karena itu, perilaku dan watak manusia 

dalam kesehariannya dapat dibentuk dari proses pendidikan, proses ini 

terbentuk melalui kebiasaan yang berulang-ulang yang akan melekat pada 

manusia sehingga dapat menghadapi permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupannya. 

Karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan 

dan mempermudah tindakan moral.
4
 Dalam pengertian lainnya, karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, adat istiadat, dan estetika. Karakter 

dimaknai sebagai perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bersikap maupun bertindak.
5
  

Pembentukan nilai-nilai karakter harus ditanamkan sejak usia dini, yakni 

dimulai pada lingkungan keluarga, sedangkan pendidikan formal yang 

dikenalkan dalam dunia pendidikan yaitu pada jenjang pendidikan dasar. 

Pendidikan karakter pada usia dasar perlu secara sadar dirancang dan dikelola 

sedemikian rupa sehingga dalam proses pemebelajarannya terjadi pula proses 

pembentukan karakter dan perilaku yang baik. 

Fakta-fakta sejarah telah cukup banyak memperlihatkan bahwa kekuatan 

dan kebesaran suatu bangsa pada hakikatnya berpangkal pada kekuatan 

                                                           
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
4
 Muchlas Samani dan Hariyanto,Pendidikan Karakter, Konsep dan Model, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012). Hal. 42. 
5
 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model. Hal 42. 
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karakternya. Budaya luar yang negatif mudah terserap tanpa adanya filter 

yang cukup kuat, gaya hidup modern yang tidak didasari penanaman karakter 

yang kuat akan cepat ditiru. Berbagai fenomena yang mengkhawatirkan 

banyak bermunculan di media masa, baik itu koran maupun media lainnya. 

Fenomena tersebut diantaranya bisa kita simak dari berbagai berita yang di 

publikasikan berbagai media masa yang miris kita mendengarnya, 

perkelahian antar pelajar, pergaulan bebas, kasus narkoba bahkan akhir akhir 

ini kita ketahui bahwa adanya siswa yang memukul gurunya sendiri sampai 

meninggal dunia. Fenomena-fenomena seperti yang telah dipaparkan di atas 

tentu tidak boleh dibiarkan dalam kondisi seperti itu agar tidak terbentuk 

generasi yang berbudi pekerti rusak.  

Selain permasalahan krisis moral diatas masih sering kita jumpai di 

sekolah-sekolah perilaku yang kecil, namun bisa merusak karakter siswa 

seperti : siswa tidak disiplin dengan tata tertib dan peraturan sekolah, siswa 

mencontek saat ulangan dan masih banyak lagi perilaku-perilaku kecil yang 

dapat merusak karakter siswa. Siswa yang nantinya diharapkan menjadi 

generasi penerus bangsa yang memiliki karakter baik, tapi nyatanya masih 

banyak penyimpangan-penyimpangan negatif yang kita jumpai di dunia 

pendidikan.    

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas yang telah diuraikan, tampaknya 

memang perlu pembentukan karakter siswa melalui pendidikan agama 

melalui pendidikan madrasah diniyah. Madrasah diniyah didalamnya 

mayoritas mengajarkan pelajaran tentang keagamaan. Oleh karena itulah 
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program pendidikan madrasah diniyah memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembentukan karakter pada siswa. Sehingga siswa mampu 

membedakan perilaku baik dan buruk yang berkembang di masyarakat 

Madrasah diniyah merupakan salah satu jenis pendidikan non formal 

yang biasanya dijadikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah 

pengetahuan agama bagi sekolah umum.
6
 Maka madrasah diniyah sebagai 

solusi alternatif kurangnya pendidikan agama yang ada di sekolah formal 

maupun di masyarakat. Pendidikan Nonformal adalah setiap kegiatan 

terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, 

dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang 

lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu 

didalam mencapai tujuan belajarnya.
7
 

Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan upaya konkrit Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan Nasional. 

Program wajib Madrasah Diniyah diharapkan bukan hanya sebagai 

penyeimbang pendidikan formal saja, melainkan lebih bagaimana mencetak 

anak-anak sekolah menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah. Program Wajib 

belajar pendidkan madrasah diniyah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa 

keilmuan umum dan agama harus seimbang sehingga diharapkan siswa tidak 

hanya mumpuni di bidang keilmuan umum namun juga memiliki budi pekerti 

                                                           
6
 Ali Riyadi, Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz, 2006). Hal 217-218 
7
 Sudjana. Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Filsafat & Teori 

Pendukung, Serta Asas.(Bandung: Falah Production,2004).hal 22. 
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yang luhur, mendalami agama dan memiliki kepedulian sosial, serta memiliki 

karakter yang baik. 

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 

2014 tentang penyelenggaraan pendidikan yang kemudian ditegaskan dalam 

Peraturan Bupati Pasuruan no 21 tahun 2016 tentang wajib belajar pendidikan 

madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan. Dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan 

Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan Pasal 5 poin (4) dijelaskan “ Setiap 

peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan/atau sedang menempuh jenjang 

pendidikan dasar formal wajib mengikuti/menempuh pendidikan madrasah 

diniyah”.
8
 Upaya ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan 

dalam mendukung tujuan pendidikan nasional.  Program wajib Madrasah 

Diniyah diharapkan bukan hanya sebagai penyeimbang pendidikan formal 

saja, melainkan lebih bagaimana mencetak anak-anak sekolah menjadi 

pribadi yang berakhlaqul karimah. 

SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan merupakan salah satu sekolah formal 

di Kabupaten Pasuruan yang menerapkan program wajib belajar pendidikan 

madrasah diniyah sesuai peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 

Tahun 2016. Kebijakan ini sudah berjalan 2 tahun terakhir ini, tepatnya mulai 

tahun ajaran 2016/2017. Diterapkannya kebijakan ini bertujuan untuk 

penanaman karakter pada siswa, sehingga siswa mampu membedakan 

perilaku baik dan buruk yang berkembang di masyarakat. Untuk dilingkungan 

                                                           
8
 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan 

Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan. 
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sekitar SMP Negeri 1 Wonorejo banyak lembaga pendidikan madrasah 

diniyah, sehingga siswa dengan mudah untuk melaksanakan pembelajaran di 

Madrasah Diniyah.  

Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya pembentukan karakter siswa 

dan implementasi kebijakan daerah tentang wajib belajar pendidikan 

madrasah diniyah di sekolah formal,  sebagai salah satu upaya menyiapkan 

generasi bangsa Indonesia dengan berkarakter baik, maka penelitian tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pembentukan Karakter Siswa Melalui 

Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo 

Pasuruan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten 

Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan 

Madrasah Diniyah ) “ 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi serta memperjelas ruang 

lingkup pembahasan sehingga sesuai dengan permasalahan penelitian ini. 

Dari latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pembentukan karakter siswa melalui program wajib 

belajar pendidikan madrasah diniyah berdasarkan peraturan bupati 

Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP Negeri 1 

Wonorejo? 
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2. Bagaimanakah implementasi kebijakan program wajib belajar 

madrasah diniyah dalam membentuk karakter siswa berdasarkan 

peraturan bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP 

Negeri 1 Wonorejo ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

program wajib belajar pendidikan madrasah diniyah berdasarkan 

peraturan bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP 

Negeri 1 Wonorejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan 

beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pembentukan karakter siswa melalui program 

wajib belajar pendidikan madrasah diniyah berdasarkan peraturan 

bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP Negeri 1 

Wonorejo. 

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program wajib belajar 

madrasah diniyah dalam membentuk karakter siswa berdasarkan 

peraturan bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP 

Negeri 1 Wonorejo 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan program wajib belajar pendidikan madrasah diniyah 
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berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 

2016 di SMP Negeri 1 Wonorejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian di atas, manfaat penelitian yang dapat 

diperoleh adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih 

untuk pengetahuan sebagai khazanah keilmuan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pendidik, kepala sekolah dan lembaga sekolah dengan adanya 

kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengembangan hasanah ilmu pngetahuan, khususnya dalam 

implementasi kebijakan yang membentuk karakter siswa melalui 

program wajib pendidikan madrasah diniyah. 

b. Bagi peneliti, untuk memperluas pengetahuan dan wawasan 

peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi 

terkait tentang kebijakan pendidikan yang membentuk karakter 

siswa. 

 

E. Definisi Konseptual 

Untuk mengantisifasi terjadinya pembiasan konsep dan makna 

dalam memahami judul skripsi “Pembentukan Karakter Siswa Melalui 
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Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 

Wonorejo Pasuruan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan 

Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib 

Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah ) “ maka penulis atau peneliti 

merasa perlu memberikan definisi konseptual yang ada didalam judul 

secara singkat. 

1. Pembentukan Karakter Siswa Melalui Wajib Belajar Madrasah 

Diniyah 

a. Pembentukan Karakter Siswa 

Proses terbentuknya karakter melalui pendidikan, pengalaman, 

cobaan hidup, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan kemudian 

terinternalisasi nilai-nilai pada diri seseorang sehingga menjadi 

nilai intrisik yang melandasi sikap dan perilaku. Sikap dan 

perilaku yang terulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan dapat 

disebut karakter.
9
 Pembentukan karakter merupakan salah satu 

tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa diantara 

tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan 

akhlak mulia 

 

. 

                                                           
9
 Kemendiknas, Kebijakan Dan Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Satuan 

Pendidikan, ( Direktorat Jendral PTK Dikmen Kementerian Pendidikan Nasional,2011) 
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b. Wajib Belajar Madrasah Diniyah 

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan 

agama islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 

10 orang atau lebih diantara anak-anak yang berusia 7 tahun 

sampai dengan 18 tahun.
10

 Sedangkan Setiap warga yang 

berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama 

Islam wajib mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah.  

Wajib belajar pendidikan madrasah diniyah secara umum 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama 

islam secara baik dan benar.  

2. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 

Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah 

a. Implementasi kebijakan  

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam 

proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus dilaksanakan 

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Untuk 

mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya 

dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak 

sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak 

                                                           
10

 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 2003 hal. 23 
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tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan 

kebijakan tersebut tidak dapat diimplentasikan. Tahap terpenting 

setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana 

keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya.  

b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 

“Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan 

peraturan bupati/walikota.” (Pasal 1 angka 11 UU nomor 32 

tahun 2004 tentang pemerintah daerah). Peraturan kepala daerah 

adalah  peraturan Gubernur dan peraturan bupati/walikota.” ( 

pasal 1 angka 9 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah).
11

 

Implementasi wajib belajar pendidikan madrasah diniyah secara 

umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, berakhalq mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran 

agama islam secara baik dan benar.
12

 

 

 

 

 

                                                           
11

 https://penelitihukum.org/tag/definisi-peraturan-kepala-daerah/ diakses 27 maret 2018  
12

 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan 

Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan. Pasal 4. Poin 1 

https://penelitihukum.org/tag/definisi-peraturan-kepala-daerah/
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan talaah pustaka yang penulis lakukan ternyata  penelitian 

dengan judul skripsi yang diangkat dalam penelitian ini bukan satu-

satunya judul penelitian yang membahas tentang program wajib madrasah 

diniyah dan pembentukan karakter, sebab masih banyak judul-judul 

penelitian lainnya yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis 

tulis, diantarannya sebagai berikut : 

1. Judul jurnal Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan 

Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di 

Kabupaten Pandeglang, penulis atas nama M.Fathurrahman dosen 

STAISMAN Pandeglang Serang Banten, inti dari kesimpulan 

penelitian tersebut yaitu menganalisis efektivitas implementasi 

Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah meliputi: 

sumber daya, sikap tenaga pendidik dan kependidikan, serta 

struktur birokrasi.
13

  

2. Jurnal dengan judul Implementasi Kebijakan Program Wajib 

Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Alternatif Penanaman 

Karakter penulis atas nama Fifit Humairoh, M. Huda AY, 

Mustiningsih dari Universitas Negeri Malang. Inti dari penlitian 

ini adalah Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik 

ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan atau 

                                                           
13

 M. Fathurrahman, Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 

Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Pandeglang. Vol.1 No.1 Tanzhim Jurnal Penelitian 

Manajemen Pendidikan  Tahun 2016 
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diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah sebagai 

pendidikan alternatif penanaman karakter bertujuan membantu 

siswa untuk mengembangkan kualitas dirinya agar memiliki nilai-

nilai yang baik sehingga siswa paham, mampu merasakan, dan 

mau melakukan yang baik dalam hidup mereka.
14

 

3. Jurnal dengan judul Pembentukan Karakter Siswa Melalui 

Pendidikan Agama Islam penulis atas nama Nasrullah dari 

Universitas Muhamadiyah Malang. Inti dari penelitian ini guru 

yang mengajarkan Pendidikan Agama Islam cenderung 

menekankan pada pencapaian prestasi akademik dan cenderung 

mengabaikan nilai-nilai karakter. Maka, tidak heran, jika banyak 

di kalangan siswa yang mengalami krisis moral yang ditunjukkan 

dengan maraknya perilaku yang anti sosial, seperti; tawuran antar 

peserta didik, pencurian, pembunuhan, plagiarisme, 

penganiayaan, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, menyontek, 

serta perbuatan amoral lainnya dikalangan peserta didik. 

Menghadapi persoalan tersebut, guru Pendidikan Agama Islam 

memiliki posisi penting dalam membentuk karakter peserta didik, 

                                                           
14

 Fifit Humairoh, M. Huda AY dan Mustiningsih. Implementasi Kebijakan Program Wajib 

Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Alternafif Penanaman Karakter. Malang: Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Vol.1, No.12, Desember 2016. 
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sehingga mereka menjadi manusia yang memiliki karakter yang 

baik dan berkualitas.
15

 

4. Jurnal dengan judul Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah 

Di Kota Serang penulis atas nama Anis Fauzi dari IAIN Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten dan Cecep Nikmatullah dari SMP 

Negeri 1 Kota Serang dengan tujuan untuk  mengkaji kebijakan 

madrasah diniyah menurut Perda Kota Serang nomor 1 tahun 

2010 dan Perwal Kota Serang Nomor 17 Tahun 2013, mengkaji 

syarat melanjutkan ke SMP/MTs dalam merealisasikan Perda 

Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010, mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat implementasi pendidikan madrasah diniyah di 

Kota Serang.
16

  

Dari beberapa penelitian di atas terdapat kemiripan dengan judul yang 

akan diteliti oleh penulis yaitu sama dalam membahas tentang kebijakan 

program wajib madrasah diniyah dari peraturan daerah dan pembentukan 

karakter siswa. Akan tetapi dari kemiripan tersebut terdapat juga perbedaan, 

sebab di dalam penelitian ini nantinya lebih menekankan pada bagaimana 

implementasi kebijakan program wajib pendidikan madrasah diniyah dan 

pembentukan karakter siswa melalui program wajib pendidikan madrasah 

diniyah melalui peraturan bupati kabupaten pasuruan di SMP Negeri 1 

                                                           
15

 Nasrullah. Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam. Volume 18. No 1. 

Jurnal Salam 2015, hal . 67. 
16

 Anis Fauzi dan Cecep Nikmatullah. Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang 

Implementation Of Islamic Education In Serang City. Serang : Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan. Vol 1. Nomor 2. 2016. Hal. 157. 
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Wonorejo. Yang penulis lebih fokus membahas bagaimana implementasi 

kebijakan program wajib pendidikan madrasah diniyah untuk pembentukan 

karakter pada siswa. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami Skripsi ini, maka penulis 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas latar belakang, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, 

keaslian penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini menguraikan tentang teori-

teori atau rujukan-rujukan yang digunakan sebagai pendukung skripsi ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN. Dalam bab ini membahas tentang 

gambaran secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, sumber data dan 

informasi penelitian, cara pengumpulan data, prosedur analisis dan 

interpretasi data dan pengabsahan data. 

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS. Pada bab ini akan 

membahas tentang temuan-temuan di lapangan atau sering disebut dengan 

laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang sekolah, 

penyajian data, dan analisis data. 

BAB V : PENUTUP. Pada bab ini membahas hsil akhir dari sebuah 

penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembentukan Karakter Siswa 

1. Pengertian Karakter Siswa 

Karakter secara etimologi berasal dari bahasa latin Character, yang 

antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian dan akhlak.
17

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang. Karakter juga dapat diartikan sebagai tabiat, 

yaitu perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan 

Sedangkan secara terminologi menurut Jack Corley dan Thomas 

Philip (2000) menyatakan “karakter merupakan sikap dan kebiasaan 

seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral”. 

Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-unik yang terpatri 

dalam diri dan terjewantahkan dalam perilaku (Kementrian Pendidikan 

Nasional,2010).
18

  

Scerenko (1997) mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-

ciri yang membentuk dan menbedakan ciri pribadi, ciri etis, dan 

kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atas bangsa. 

Sementara itu Robert Marine (1998) mengambil pendekatan yang 

berbeda terhadap makna karakter, menurut dia karakter adalah gabungan 

                                                           
17

 Agus Zainul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika Di Sekolah (Yogyakarta : Ar-

Ruz Media,2012) Hal.20-21. 
18

 Muchlas Samani dan Hariyanto,Pendidikan Karakter, Konsep dan Model, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012). Hal. 42. 
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yang samar-samar antara sikap, perilaku bawaan, dan kemampuan, yang 

membangun pribadi seseorang.
19

 Sedangkan menurut agama Islam, 

karakter berarti akhlak yang terbentuk atas dasar prinsip “ketundukan, 

kepasrahan, dan kedamaian” sesuai dengan makna dasar kata Islam. Nabi 

Muhammad adalah figure suri tauladan. Menurut salah satu hadits, Nabi 

Muhammad Saw bersabda “ Aku tidak diutus oleh Allah SWT kecuali 

untuk menyempurnakan akhlak yang baik”.
20

  

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan beberapa ahli di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter merupakan nilai-nilai, 

sikap, pikiran, perilaku, watak, akhlak yang melekat pada diri siswa sejak 

lahir dan memiliki perbedaan peserta didik satu dengan lainnya. Karakter 

yang dimiliki oleh siswa dapat terlihat dari tingkah laku atau cara 

bertindak di kehidupan sehariharinya. Dari mengetahui keseharian siswa 

tersebut maka akan diketahui bagaimana karakter atau watak yang 

dimiliki siswa tersebut, dan baik buruknya karakter siswa tergantung 

pada pola kebiasaan nilai yang dipilih dalam kehidupannya.  

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter bertujuan membentuk dan membangun pola 

pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, 

berakhlak karimah, berjiwa luhur dan bertanggung jawab.
21

 Sedangkan 

                                                           
19

 Muchlas Samani dan Hariyanto,Pendidikan Karakter. Hal. 42. 
20

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012). hal 27-28 
21

  Agus Zainul fitri, Pendidikan Karakter bebasis Nilai dan Etka Di Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media). Hal. 22. 
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menurut Kementerian Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan karakter 

antara lain:
22

 

a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 

b. Membangun peserta didik yang berkarakter pancasila dan 

religius serta memiliki tanggung jawab sebagai generasi 

penerus bangsa. 

c. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

d. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan. 

Jadi pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapain 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu dan seimbang.
23

 Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter 

memliki fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara 

keseluruhan, agar dapat menjadi individu yang unggul dan berkualitas 

untuk mengahadapi zaman dengan sikap terpuji. 

 

 

                                                           
22

 Kemendiknas, Kebijakan Dan Implementasi. Hal. 7. 
23

 Masnur Muslih, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional (Jakarta; 
Bumi Aksara, 2011). hal. 81. 
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3. Nilai-nilai pendidikan Karakter 

Ada 18 nilai dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa 

yang dibuat oleh kementerian Pendidikan Nasional.
24

 Mulai tahun 

ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus 

menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses 

pendidikannya. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut diknas 

antara lain:   

a. Religius, yaitu sikap dan perilak yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yangdianutya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

b. Jujur, yaitu sikap yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercayai dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

ama, sku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

d. Dispilin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

                                                           
24

 Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, hal 9-10. 
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f. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan suatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimilikinya. 

g. Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyeleseikan tugas-tugasnya. 

h. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yg selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuau yang 

dipelajarinya dilihat dan didengar. 

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan ng menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

k. Cinta tanah air, yaitu Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

l. Menghargai prestasi, yaitu Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 
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m. Bersahabat-komunikatif, yaitu Tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

n. Cinta damai, yaitu Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca, yaitu Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

p. Peduli lingkungan, yaitu Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli sosial, yaitu Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

r. Tanggung jawab, yaitu Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 

dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

18 nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter tersebut 

merupakan nilai-nilai yang mendasari program sekolah budaya 

karakter bangsa dan diterapkan serta dikembangkan di masing-masing 
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sekolah dalam menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki 

karakter yang baik.  Pedidikan karakter mencakup berbagai konsep 

seperti pengembangan budaya positif sekolah, pendidikan moral, 

keterlibatan masyarakat, kepedulian masyarakat sekolah, 

pembelajaran sosial-emosional, pengembangan acara pemuda-pemuda 

yang positif, pendidikan kewarganegaraan, dan layanan belajar. 

4. Proses Terbentuknya Karakter 

Ada beberapa proses dalam membentuk karakter yang baik agar 

pendidikan karakter yang berjalan sesuai dengan sasaran, yaitu :
 25

 

a. Menggunakan pemahaman 

Pemahaman yang diberikan dapat dilakukan dengan cara 

menginformasikan tentang hakikat dan nilai-nilai kebaikan dari 

materi yang disampaikan. Proses pemahaman harus berjalan 

secara terus menerus agar penerima pesan dapat tertarik. 

b. Menggunakan pembiasaan 

Pembiasaan berfungsi sebagai penguat terhadap obyek yang 

telah masuk dalam hati penerima pesan. Proses pembiasaan 

menekankan pada pengalaman langsung dan berfungsi sebagai 

perekat antara tindakan karakter dan diri seseorang. 

c. Menggunakan keteladanan 

Keteladanan merupakan pendukung terbentuknya karakter 

baik. Keteladanan dapat lebih diterima apabila dicontohkan 

                                                           
25

 Nasirudin, Pendidikan Tasawuf  , ( Semarang: Rasail Media Grup, 2009 ). Hal. 36-41. 
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dari orang terdekat. Misal guru menjadi contoh bagi murid-

muridnya atau orang tua menjadi contoh baik bagi anak-

anaknya. 

Ketiga proses diatas boleh terpisahkan karena yang satu akan 

memperkuat proses yang lain. Pembentukan karakter hanya 

menggunakan proses pemahaman tanpa pembiasaan dan 

keteladanan akan bersifat verbalistik dan teoritik. Sedangkan 

proses pembiasaan tanpa pembiasaan hanya akan menjadikan 

manusia berbuat tanpa memahami makna. 

Proses terbentuknya karakter melalui pendidikan, pengalaman, 

cobaan hidup, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan kemudian 

terinternalisasi nilai-nilai pada diri seseorang sehingga menjadi 

nilai intrisik yang melandasi sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku 

yang terulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan dapat disebut 

karakter.
26

 

 

B. Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah 

1. Pengertian Madrasah Diniyah 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 1 ayat 2 yang terbaru 

dijelaskan bahwa “Madrasah Diniyah (Pendidikan keagamaan) adalah 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan 

                                                           
26

 Kemendiknas, Kebijakan Dan Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Satuan 

Pendidikan, ( Direktorat Jendral PTK Dikmen Kementerian Pendidikan Nasional,2011)  
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peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama 

dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”. 

Menurut Depag RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 

madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama 

Islam kepada pelajar bersamasama sedikitnya 10 orang atau lebih diantara 

anak-anak yang berusia 7 sampai 18 tahun.
27

  

Sedangkan definisi lain, Madrasah Diniyah adalah madrasah yang 

seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama. Dengan materi 

agama yang begitu padat dan lengkap, maka memungkinkan para peserta 

didik yang belajar di dalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-

ilmu agama.
28

  

Madrasah diniyah adalah satuan pendidikan berbasis masyarakat 

yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari 

ajaran agama islam untuk mendalami ajaran islam dan menjadi ahli ilmu 

agama islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
29

 

Pendidikan madrasah diniyah diselenggarakan oleh lembaga berbasis 

masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan agama islam.
30

 Sehingga 

penyelenggaraan madrasah diniyah sangat beragam. Madrasah Diniyah, 

ada yang diselenggarakan di pondok pesantren, ada yang diselenggarakan 

                                                           
27

 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 2003 hal. 23 
28

 Haedar Amin, el Saha Isham. Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

(Jakarta: Diva Pustaka.2004) hal.39 
29

 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan 

Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. 
30

 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016. Pasal 5. Poin 1 
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di luar pondok pesantren. Dan biasanya orang tua memasukkan anak-

anaknya ke madrasah diniyah karena merasakan bahwa pendidikan agama 

di sekolah umum belum cukup dalam menyiapkan keberagamaan 

anaknya.  

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan pada jalur 

nonformal yang menggunakan metode klasikal dengan seluruh mata 

pelajaran bermaterikan agama yang demikian padat dan lengkap sehingga 

para peserta didik yang belajar di dalamnya lebih baik penguasaannya 

terhadap ilmu-ilmu agama 

2. Bentuk-bentuk Madrasah diniyah 

Pendirian madrasah diniyah mempunyai latar belakang tersendiri, 

dan kebanyakan didirikan atas usaha perorangan yang semata-mata untuk 

ibadah, maka sistem yang digunakan tergantung kepada latar belakang 

pendiri dan peasuhnya, sehingga pertumbuhan madrasah di Indonesia 

mengalami demikian banyak ragam dan coraknya. 

Upaya membakukan bentuk diniyah mulai dilakukan sejak tahun 

1964, dengan di terapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 1964 

yang antara lain dijelaskan sebagai berikut :
31

 

a. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahua 

agama islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 

                                                           
31

 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 2003 hal. 23 
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10 orang atau lebih diantara anak-anak yang berusia 7 tahun 

sampai dengan 18 tahun; 

b. Pendidikan dan pengajaran pada madrasah bertuan untuk memberi 

tambahan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar yang merasa 

kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum; 

c. Madrasah diniyah ada 3 tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, 

Diniyah Wustho, Diniyah „Ulya. 

Dari segi pendekatan dan model pembelajaran yang dilakukan, 

nadrasah diniyah mengenal beberapa bentuk kegiatan pembelajaran, 

antara lain :
32

 

a. Pengajian anak atau remaja yaitu rombongan belajar yang 

mempelajari pokok ajaran agama islam bagi anak-anak remaja; 

b. Studi islam atau kursus agama yaitu rombongan belajar yang 

mempelajari pokok-pokok ajaran agama islam, biasnya 

diselenggarakan dalam waktu yang terbatas; 

c. Bentuk-bentuk lainnya seperti berkembang dengan berbagai nama 

antara lain Taman Pendidikan Alqur‟an (TPQ), sekolah sore, 

Islamic Study Club, Pengajian Islam, Studi Islam dan lain-lain. 

3. Potensi dan Kelemahan Madrasah Diniyah 

Sebagai lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 

murni di selenggarakan swasta (masyarakat), kekuatan utama madrasah 

diniyah adalah kekenyalan menghadapi permasalahan yang timbul. 

                                                           
32

 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren. hal. 24 
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Meskipun dengan berbagai kondisi yang serba kekurangan, madrasah 

diniyah ini terus berkembang.
33

  

Kekuatan lain yang dimiliki madrasah diniyah adalah kebebasan 

memilih pola, pendekatan, bahkan sistem pembelajaran yang digunakan, 

tanpa terikat oleh model tertentu. Biasanya pola yang dipilih adalah 

pendekatan yang dianggap paling tepat untuk mencapai ujuan atau 

keinginan masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan agama. 

Pendekatan demikian sangat menguntungkan karena sesuai dan lebih 

dekat dengan budaya dan lingkungan setempat. 

Potensi yang juga diharapkan dapat mendukung pengembangan 

madrasah diniyah di masa-masa mendatang adalah semakin meningkatnya 

semangat keberagaman masyarakat. Hal ini tampak dari semakin 

semaraknya kehidupan beragama, seperti terekam dalam berbagai media 

masa.  

Meskipun jumlah diniyah dan siswanya semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis pada 

masyarakat ini tidak dapat berkembang secara optimal. Sebagian besar 

diniyah adalah lembaga pendidikan yang melayani lapisan masyarakat 

yang lemah. Pada umumnya, lembaga pendidikan islam tersebut berada di 

pedesaan atau daerah-daerah terpencil dengan kodisi ekonomi peserta 

didik yang rendah. Hal ini di satu sisi menempatkan diniyah sebagai 

penyelamat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terhadap 
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 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren. hal. 25 
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pendidikan agama, tetapi di sisi lain berkembang dengan sumber daya 

pendidikan (SDM, sarana prasarana, pembiayaan) yang sangat lemah, 

yang tidak saja berdampak pada rendahnya kualitas hasil pendidikan, 

tetapi juga jaminan kelangsungan hidupnya.
34

 Banyak diniyah yang saat 

didirikan cukup bagus berkembangnya, akhirnya mati karena keterbatasan 

sumber daya pendidikan. 

Permasalahan pokok lain yaitu perhatian dari negara dan pemerintah 

dirasakan masih rendah. Hal ini tidak saja tampak dalam ketidakjelasan 

kedudukan dan pengakuan lulusan diniyah dalam sistem perundang-

undangan tentang pendidikan nasional, tapi juga tampak dalam subtansi 

pelayanan/pembinaan. 

4. Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah 

Fungsi dari wajib belajar pendidikan madrasah diniyah yaitu 

mendalami ilmu-ilmu agama islam untuk memahami dan mengamalkan 

secara baik dan benar. Penyelenggaraan program ini juga bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu 

menjalankan ajaran-ajaran agama islam secara baik dan benar. Sedangkan 

tujuan secara khusus dari wajib belajar pendidkan marasah diniyah 

mencakup sebagai berikut : 

a. Membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama 

islam 
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 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren. hal.26. 
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b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami 

ilmu yang mncakup tentang Alqur‟an, hadist, tauhid, akhlaq, fiqih, 

bahasa arab, tarikh islam,  

c. Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan 

berpelaku jujur, amanah, disiplin, bekrja keras, mandiri, percaya 

diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab.
35

 

Regulasi tentang wajib belajar pendidikan madrasah diniyah itu ada 

dasarnya, yaitu undang-undang tentang pendidikan dan juga ada 

peraturan pemerintahnya. Regulasi tersebut diantaranya adalah undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 

Adapun pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tersebut antara lain : 

a. Pasal 1 angka 18 mengatakan wajib belajar adalah program 

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 

indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

b. Pasal 6 ayat 1 mengatakan setiap warga negara indonesia yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. 

c. Pasal 17 ayat 2 mengatakan Pendidikan Dasar berbentuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang 
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 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016. Pasal 4. 
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sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah 

Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

Sedangkan pasal-pasal dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 

2008 tentang wajib belajar adalah : 

a. pasal 1 ayat 1 mengatakan wajib belajar adalah program 

pendidikan minimal yang harus diakui oleh Warga Negara 

Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

b. Pasal 1 ayat 2 mengatakan pendidikan dasar adalah jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, 

berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk 

lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan 

Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

Dari pemaparan diatas menunjukkan adanya Peraturan Daerah 

Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten 

Pasuruan sesuai dengan peraturan yang telah ada ditingkat pusat, 

sehingga peraturan daerah tersebut tentu tidak bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi diatasnya. 

 

C. Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Pengertian sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana 

diungkapkan oleh Jones (1980), dimana implementasi diartikan sebagai 
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”getting a job done” dan “doing a” . tetapi di balik kesederhaan rumusan 

yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu 

proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun 

pelaksanaannya, menurut adanya syarat yang antara lain : adanya orang 

atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut 

resources.
36

 

Meter dan Horn (1979) mendefnisikan implementasi kebijakan 

sebagai berikut : Policy implementation encompasses those actions by 

public and provate individuals ( and groups ) that are directed at the 

achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”. 

Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah 

tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan 

kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
37

 

Menurut Wibawa (1992), implementasi kebijakan merupakan 

pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, 

biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat 

berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan 

perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan 

masalah-masalah yang hendak ditangani, menetukan tujuan yang hendak 
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dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses 

implementasi tersebut.
38

 

Sedangkan Grindle (1984), menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan pendidikan ssungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin lewat sauran-saluran birokrasi pendidikan, 

melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga 

menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang 

memperoleh apa dari dari kebijakan pendidikan tersebut.
39

  

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan 

dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah 

maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi 

kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, 

dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka secara 

resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program di lapangan.
40

 Kelompok sasaran adalah menunjuk 

para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. 

Jadi menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam kebijakan. 

Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah 

benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan 

                                                           
38

 H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan : Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi 

Objektif Pendidikan di Indonesia (Jakata:Rajawali Pers, 2005 ) hal.92.  
39

 H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan hal 92. 
40

 Dwiyanto Indihono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, ( Yogyakarta : Gava 

Media. 2017)  hal 143. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

 

output dan outcomes seperti yang telah di rencanakan. Output adalah 

keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran 

langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang 

singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari 

kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output 

kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau 

dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.
41

 

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak 

hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan 

ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-

faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung 

berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam 

program 

2. Teori Impelementasi Kebijakan Pendidikan. 

Pada dasarnya cukup banyak teori yang menjelaskan tentang 

implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Wahab (1997), ada 

beberapa teori dari yang bahas tentang kaitan ini, antara lain:  

a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 

Oleh para ahli ilmu politik keduanya dikelompokkan sebagai 

pencetus teori yang menggunakan pendekatan “he top down 

approach”. Menurutnya, untuk dapat  mengimplementasikan suatu 
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kebijakan secara sempurna (perfect implementation), maka 

dibutuhkan banyak syarat, diantaranya : 

1) Kondisi ekternal yang dihadapi oleh badan atau instansi 

pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala 

yang berarti. 

2) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan 

sumber yang memadai. 

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar 

ada atau tersedia. 

4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu 

hubungan kausalitas yang handal. 

5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan 

hanya sedikit mata rantai penghubungnya. 

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhaap 

tujuan. 

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang 

tepat. 

9) Adanya komunikasi dan dan koordinasi yang sempurna. 

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat 

menutut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
42
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b. Teori Van Meter dan Van Horn 

Teori yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn ini adalah 

teori yang berangkat dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan 

dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat 

kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab setiap kebijakan 

memiliki karakteristik sifat yang berlainan. Selanjutnya mereka 

menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk 

menghubungkan antara issue kebijakan dengan impelementasi 

serta suatu model konseptual yang mempertautkan kebijakan 

dengan prestasi kerja.
43

 

c. Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Teori yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. 

Sabatier disebut sebagai “a frame work for implemntation 

analysis” atau kerangka analisis implementasi. Kedua pelopor 

teori tersebut berpendapat bahwa peran penting dari kerangka 

analisis implementasi dari suatu kebijakan, khususnya kebijakan 

pendidikan, adalah mengindetifikasi variabel-variabel yang dapat 

memengaruhi tercapaianya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan 

proses implementasi. 

Variabel-variabel yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan 

formal implementasi tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori besar, yaitu: 
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1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk 

dikendalikan. 

2) Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan 

secara tepat proses implementasinya. 

3) Pengaruh lingkungan berbagai variabel politik terhadap 

keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam 

keputusan kebijakan tersebut.
44

 

d. Teori Edward 

George C. Edward II (1980), mengemukakan empat variabel 

kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, 

yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resource), 

disposition atau sikap (attitudes), serta struktur birokrasi 

(bereucratic structure) 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 

pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan 

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan anggap 

dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi 

pelaksana kebijakan disusun. Dalam konteks komunikasi ini ada 

tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu : transmisi komunikasi, 

kejelasan kebijakan pendidikan yang ingin dikomunikasikan, dan 

konsistensinya. 
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Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya 

pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenan 

dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk 

mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara efektif. 

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para 

implementor untuk mengeksekusi kebijakan pendidikan tersebut. 

Kecakapan saja tidak mecukupi, tanpa kesediaan dan komitmen 

untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisai 

birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan 

pendidikan.
45

 

3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan pada umumnya, termasuk 

kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan struktural 

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang 

bersifat top-down yang dikenal dalam teori-teori organisasi 

modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan 

harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan di evaluasi 

secara strukural.
46

 Pendekatan ini menekankan pentingnya 
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komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam 

struktur masing-masing organisasi. 

Titik lemah dari pendekatan ini adalah proses pelaksanaan 

implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokrasi 

dan kurang efisien.  

b. Pendekatan prosedural dan manajerial 

Penekanan lebih diarahkan kepada upaya untuk mengembangkan 

proses-proses dan prosedur yang tepat, termasuk prosedur-prosedur 

manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan 

(scheduling, planning, dan control).
47

  

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997), ada tiga prosedur langkah-

langkah yang tepat di dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: 

1) Mendesain program beserta perincian tugas dan perumusan 

tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan 

waktu. 

2) Melaksanakan program kebijakan dengan mendayagunakan 

struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, 

prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat. 

3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 

pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-

tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.
48
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c. Pendekatan perilaku 

Dalam mengenalkan perubahan organisasi, akan terbentang 

spektrum kemungkinan reaksi sikap yaitu mulai dari penerimaan 

aktif sampai pasif, acuh tak acuh, maupun penolakan pasif sampai 

dengan aktif. Dalam konteks demikian ini, terdapat keterbatasan 

dalam pendekatan struktural dan prosedural. Oleh karenanya, agar 

kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka perilaku 

manusia beserta sikapnya, harus dipengaruhi.
49

 

d. Pendekatan politik 

Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau 

kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses 

implementasi kebijakan. Dalam sebuah organisasi, selalu ada 

perbedaan dan persaingan antar individu atau kelompok dalam 

memperebutkan pengaruh. Akibatnya adalah ada kelompok-

kelompok individu yang dominan serta ada yang kurang dominan, 

ada kelompok-kelompok pengikut dan ada yang penentang.
50

 

Dalam konteks ini, maka pendekatan politik selalu 

mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan 

kelompok penentang besrta dinamikanya. Dalam proses 

implementasi kebijakan, dengan pendekatan politik memungkinkan 

digunakannya paksaan dari kelompok dominan. 
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D. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah 

kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan proses pelaksanaan 

kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses 

perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil tidaknya suatu 

kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaanya. 

Berhasil atau tidaknya kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. 

Menurut Solichin Abdul Wahab,
51

 mengemukakan faktor-faktor yang 

menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain : 

1. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan; 

2. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah; 

3. Sumber-sumber potensial yang mendukung; 

4. Keahlian pelaksanaan kebijakan; 

5. Dukungan dari khalayak sasaran; 

6. Efektifitas dan efesiensi birokrasi. 

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn ( 1986 ), kegagalan 

kebijakan (policy failure) dari sisi internal factors, tidak 

terimplementasikan sesuai dengan rencana (non implementation) karena : 

1. Tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak-pihak yang terlibat; 

2. Pihak yang terlibat bekerja tidak efisien; 

3. Pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahannya; 

4. Permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya.
52
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Dari sisi eksternal factors, suatu kebijakan yang dilaksanakan 

mungkin sesuai dengan rencana, namun demikian tidak dapat 

menimbulkan dampak yang diharapkan karena kondisi sosial, ekonomi, 

dan politik tidak mendukung (unsusccesful implementation). Sedangkan 

dari sisi itu sendiri, kemungkinan kegagalan implementasi terjadi karena 

kebijakannya memang jelek (bad policy). Dari hal tersebut di atas, maka 

dapatlah dikemukakan beberapa faktor yang menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan kebijakan antara lain: 

1. Sumber-sumber yang tersedia terbatas, yaitu termasuk tenaga, 

biaya material, waktu dan sebagainya; 

2. Kesalahan dalam mengadministrasikan; 

3. Problem publik yang muncul, seringkali disebabkan oleh berbagai 

faktor. Disisi lain, perumusan kebijakan hanya mencakup satu 

atau beberapa faktor saja; 

4. Masyarakat dalam memberikan respon atau melaksankan 

kebijakan negara, menurut cara-caranya sendiri sehingga dapat 

mengurangi atau bahkan kehilangan dampak; 

5. Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan 

bertentangan satu dengan lainnya; 

6. Usaha untuk memecahkan masalah tertentu biayanya lebih besar 

dari masalah itu sendiri; 

                                                                                                                                                               
52

Muhammad Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik : Dari Administrasi Negara,Kebijakan 

Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan, ( Yogyakarta : 

Calpulis , 2016). Hal. 84 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 
 

 

7. Banyaknya problem-problem publik yang tidak dapat dipecahkan 

secara tuntas; 

8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang 

dirumuskan atau dilaksanakan; 

9. Adanya permasalahan baru yang lebih menarik dan dapat 

mengalihkan perhatian orang.
53

 

Dalam upaya pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran 

kebijakan dengan kenyataan di lapangan, Jan Merse (Sunggono, 1994), 

mengindetifikasi fakor-faktor yang dapat mejadi penyebab kegagalan 

dalam implementasi suatu kebijakan,
54

 yaitu : 

1. Informasi 

Dalam upaya menyatukan pemahaman, visi, dan misi dari 

kebijakan yang dirumuskan, maka sangat diperlukan adanya 

informasi. Informasi akan mengalir secara efektif jika 

sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. 

Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran 

yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada 

para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan. 

2. Isi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya 

isi atau tujan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan intern 
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atau ekstern, atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya 

kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang 

menyangkut sumber daya pendukungnya. 

3. Dukungan 

Dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini dapat berup 

dukungan fisik maupun non fisik. Apabila dalam pelaksanaanya 

tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka 

implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi pada 

dasarnya dukungan dimaksudkan adalah berkaitan erat dengan 

partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholders dalam 

proses pelaksanaan program. 

4. Pembagian Potensi 

Pada dasarnya elemen pembagian potensi berkaitan dengan 

kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena 

setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan 

yang berberda, sehinga proses koordinasi menjadi titik temu bai 

keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pendidikan 

yang di selenggarakan. 
55
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E. Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar 

Pendidikan Madrasah Diniyah 

Seiring perkembangan zaman dan berkembangnya berbagai 

keilmuan, disisi lain moral, akhlak, perilaku yang baik berimplikasi 

pada karakter mulia semakin terus menerus memprihatinkan. 

Ditambah dengan tingginya angka kriminalitas, hilangnya norma-

norma dan banyaknya kasus penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi adalah karena tidak adanya konsistensi karakter positif dari diri 

seseorang. Sehingga, seseorang mudah mempertahankan esensi dari 

karakter tersebut. 

Pada hakikatnya, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan 

manusia yang beriman dan bertakwa melalui ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan 

ini dapat diperoleh melalui proses pendidikan Islam sebagai cerminan 

karakter seorang muslim. Oleh karena itu, proses pembentukan 

karakter Islami pada siswa akan menanamkan kekokohan akidah, 

berbudi pekerti luhur, kuat, cerdas, dan memiliki sifat-sifat terpuji 

seperti: amanah, sabar, baik dalam perkataannya, baik budi pekertinya 

dan santun terhadap sesama. 

Berbagai latar belakang sosial siswa yang berbeda-beda dan 

karakter awal yang sudah melekat pada diri siswa ini menjadi 

permasalahan yang pokok, sehingga mempengaruhi proses 

pembentukan karakter siswa. Hal ini harus dipahami dan dimengerti 
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oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengupayakan berbagai 

pembentukan karakter siswa yang berlatar belakang sosial tersebut. 

Maka dari itu, hal ini menjadikan tantangan bagi pemerintah 

Kabupaten Pasuruan untuk dapat mengupayakan karakter awal yang 

negatif dan sudah melekat pada siswa menjadi karakter positif. 

Tidaklah berjalan maksimal jika Pemerintah dan pihak sekolah 

tidak melakukan tugas dan perannya dengan baik dalam proses 

pembentukan karakter siswa. Dalam hal ini, tugas dan peran 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain perumus peraturan tentang 

pendidikan Wajib Belajar Madrasah Diniyah sesuai dengan Praturan 

Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 dalam 

pembentukan karakter siswa dan juga monitoring atas peraturan 

tersebut. Sedangkan pihak sekolah sebagai implementor program wajib 

belajar pendidikan madrasah diniyah.  

Dengan melalui program wajib pendidikan Madrasah Diniyah, 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan program 

pendidikan ini merupakan anjuran yang paling utama untuk membekali 

dan membentuk karakter pada siswa di sekolah formal , dengan 

berbagai jenis pembelajaran keagamaan dalam Madrasah Diniyah. 

Pembelajaran Madrasah Diniyah tidak terlepas dari materi pendidikan 

agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan kegiatan yang 

disengaja dilakukan untuk membimbing serta mengarahkan peserta 

didik menuju terbentuknya pribadi muslim yang berkarakter. 
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Sasaran utama dalam pendidikan baik formal maupun non formal 

pun menjadi faktor penting. Semua proses pembelajaran yang 

berlangsung di Madrasah, bertujuan untuk kepentingan siswa. 

Kebermutuan suatu Lembaga Pendidikan sekolah dapat dilihat dari 

hasil Output yang berkualitas. Hal ini juga sebagai bentuk nyata bahwa 

proses pembentukan karakter pada siswa akan terwujud karena upaya 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan dimulainya madrasah 

diniyah sebagai alat pendidikan bagi siswa dalam mengembangkan 

pengetahuan ilmu keagamaan serta mengembangkan minat bakat anak. 

Hal tersebut akan terwujud melalui output yaitu terbentuknya karakter 

positif  pada pribadi siswa setelah mereka tamat di pendidikan dasar 

formal dan hidup mandiri berbaur dengan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Penlitian 

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari metode-

metode-metode penelitian, ilmu tentang alat untuk penelitian. Di 

lingkungan filsafat, logika, dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk 

mencari kebenaran.
56

 Penelitian ini menjelaskan tentang 

penyelenggaraan pendidikan yang membentuk karakter siswa melalui 

program wajib madrasah diniyah sesuai peraturan daerah kabupaten 

pasuruan di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan untuk itu penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan 

secara wajar dan natural sesuai dengan kodisi objektif di lapangan 

tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

data kualitatif.
57

 Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan social yang secara fundamental yang bergantung 

pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

                                                           
56

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996). Hal. 4 
57

 Zainal arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Guru, (Bandung :PT Remaja 

rosdakarya,2011). Hal. 140. 
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peristilahannya.
58

 Oleh karena itu penelitian ini akan menyajikan 

secara langsung fakta yang ada di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan 

2. Jenis Penelitian 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan langkah 

penelitian kasus atau studi kasus. Yang dimaksud penelitian kasus, 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan 

mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, gejala atau fenomena 

tertentu.
59

 Di karenakan ada masalah, kesulitan, hambatan serta dapat 

juga karena keunggulan atau keberhasilannya. Maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan di 

lokasi penelitian, terkait gambaran penyelenggaraan program wajib 

madrasah diniyah sesuai peraturan daerah kabupaten pasuruan. 

Jadi alasan peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif karena untuk mendapatkan informasi sebanyak 

mungkin dan data dari informasi yang sesuai dengan apa yang di teliti. 

Disamping itu penelitian kualitatif berguna untuk mendeskripsikan 

fenomena yang melahirkan teori dan data yang dikumpulkan 

merupakan faktor paling penting dalam penelitian kuantitatif yang 

dapat mewakilkan orang lain dalam mengumpulkan data. 

 

                                                           
58

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000). Hal. 

3 
59

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), Hal. 120. 
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B. Lokasi Penelitian 

Sesuai pada judul di atas, penelitian ini memilih tempat di SMP 

Negeri 1 Wonorejo Pasuruan. Peneliti memilih tempat tersebut karena 

disana merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan 

program wajib pendidikan madrasah diniyah sesuai peraturan bupati 

Kabupaten Pasuruan. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menurut sumbernya dapat di golongkan 

menjadi 2 kelompok yaitu data primer dan data sekunder  

1. Data primer  

Data primer adalah sumber informasi yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun 

penyimpanan data atau disebut juga sumber data/informasi tangan 

pertama.
60

 Data primer merupakan data yang langsung di ambil dari 

lapangan ( tempat penelitian ) yang masih memerlukan analisa lebih 

lanjut. Dalam penelitian data yang di himpun adalah data tentang 

profil SMP N 1 Wonorejo Pasuruan, letak geografis, struktur 

organisasi dan program kerja serta data ini diperoleh dari dokumen 

lembaga yang di teliti. 

 

 

                                                           
60

 Muhammad Ali. Penelitian Kependidikan: Prosedur dan strategi (Bandung: Angkasa, 1987). 

Hal. 42.   
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2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang mendukung terhadap data primer. 

Data ini bersumber dari bahan perpustakaan, misalnya buku-buku 

literature.
61

 

Dalam hal ini peneliti mencari data yang mendukung terhadap data 

primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang 

mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini 

seperti buku, jurnal, catatan, dan dokumen. 

Adapun jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini jika 

dilihat dari bentuknya adalah sebagai berikut: 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan yang dimaksud di sini adalah 

katakata dan tindakan dari orang yang diamati dan diwawancarai 

yang merupakan data utama. Sumber data dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui wawancara, pengambilan foto atau film.
62

 

Dalam upaya mengumpulkan data yang berupa kata-kata 

dan tindakan dengan menggunakan alat (instrumen) penelitian 

seperti tersebut di atas merupakan konsep ideal, tetapi dalam 

konteks ini peneliti melakukan proses wawancara dalam upaya 

menggali data dan informasi yang terkait dengan penelitian yang 

peneliti angkat. 

                                                           
61

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999). Hal. 

87-88 
62

 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2001). Hal. 

122. 
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2. Data tertulis 

Yang dimaksud data tertulis di sini adalah data yang 

bersumber dari selain kata-kata dan tindakan yang merupakan 

data pelengkap saja. Data ini meliputi sumber catatan, arsip dan 

dokumen resmi dari data tertulis tersebut di atas, peneliti bisa 

memperoleh informasi tentang subyek yang diteliti mengenai 

profil atau bukti adanya penyelenggaraan program wajib 

pendidikan madrasah diniyah. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah data atau seorang yang 

memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan 

penelitian. Dalam hal ini yang menjadi kunci informan (key informan)  

 Kepala Sekolah SMPN 1 Wonorejo Pasuruan. 

 Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Wonorejo Pasuruan. 

 Guru SMPN 1 Wonorejo Pasuruan. 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No. Informan Bentuk Data Tujuan 

1. Kepala sekolah 1. Data dokumen 

penyelenggaraan 

kebijakan wajib 

belajar madrasah 

diniyah. 

2. Keterangan dalam 

bentuk wawancara 

langsung. 

1. Untuk menemukan 

referensi fisik 

2. Untuk mengetahui 

implementasi 

kebijakan wajib 

belajar madrasah 

diniyah 

2. Wakil Kepala 

Sekolah 

1. Data kegiatan yang 

berhubungan 

implementasi 

kebijakan wajib 

1. Untuk mengetahui 

dokumen. 

2. Untuk mengetahui 

proses pelaksaannya 
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belajar madrasah 

diniyah (dokumen). 

2. Penjelasan/keterangan 

lewat Wawancana 

langsung. 

dan alur 

3. Guru  1. Penjelasan lewat 

wawancara langsung. 

1. Untuk mengetahui 

pelaksanaan kegiatan 

wajib belajar 

madrasah diniyah dan 

pembentukan 

karakter siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan 

beberapa metode debagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
63

 Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 

penelitian. Teknik ini untuk mengamati secara langsung keadaan / 

situasi yang ada dalam organisasi yang akan diteliti, sehingga 

penulis tidak hanya melakukan wawancara saja. Pada dasarnya 

observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan 

fenomena yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat 

dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.
64

 Peneliti mengamati 

program wajib madrasah diniyah di sekolah dan juga untuk 

mengamati karakter siswa yang dibentuk melalui program wajib 

                                                           
63

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet.4. Hal.158. 
64

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Hal 63. 
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madrasah diniyah, Maupun berbagai pengamatan lainnya yang 

berfungsi sebagai peyempurna hasil penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian antara pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
65

 Sebagai pewawancara, 

penulis juga menggunakan panduan wawancara (interview guide).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan yaitu 

orang-orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

 Kepala Sekolah 

 Wakil Kepala Sekolah 

 Guru  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal (variabel) 

yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Dokumentasi 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang 

dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan 

suatu peristiwa yang terjadi.
66

 

                                                           
65

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Hal. 186.   
66

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2002). Hal. 108. 
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Dokumentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara mislanya 

dengan memotret tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, 

dengan meminta hasil catatan, transkip, notulen yang dimiliki 

SMPN 1 Wonorejo Pasuruan. 

Metode ini digunakan untuk mencari data yang sifatnya paten 

yang berupa data-data penting atau dokumen-dokumen yang ada di 

organisasi yang diteliti seperti profil lembaga sekolah. 

 

F. Prosedur Analisis Dan Interpretasi Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data-data tersebut. Analisa menurut Noeng Muhajir adalah 

upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

interview dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menjadikan sebagai temuan bagi orang lain.
67

 

Langkah- Langkah dalam Analisis Data : 

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

                                                           
67

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin 1996) Hal.183 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.  

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis/diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus 

bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak dianalisis sejak 

mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih 

hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” 

ditingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih 

mudah dikendalikan.  

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk 

mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi 

dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek 

tertentu.
68

 

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

                                                           
68

 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1988). Hal. 129 
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bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, 

karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga 

apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah 

berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami 

perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji 

apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan, bila 

setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang 

dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di 

lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian di SMP 

Negeri 1 Wonorejo Pasuruan, maka pola tersebut sudah menjadi 

pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya 

di displaykan pada laporan akhir penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila 
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kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti- bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan kredibel (hasil penelitian yang dapat 

diterima atau dipercaya).  

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan dan temuan dapat berupa gambaran suatu obyek yang 

masih remang- remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
69

 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Lincoln dan Guba (1985), pemeriksaan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan empat kriteria, 

yaitu : kredibilitas, keteralihan, keterikatan, dan kepastian.
70

 

1. Kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil 

penelitian. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil 

penelitian, antara lain : 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal 

253 
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Zainal arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Guru, (Bandung :PT Remaja 

rosdakarya,2011) Hal. 168 
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a. Waktu pelaksanaan observasi diperpanjang, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, 

b. Observasi yang kontinu, sehingga memperoleh karakteristik 

objek yang lebih mendalam, terperinci dan relevan dengan 

masalah penelitian, 

c. Triangulasi, yaitu penggunaan berbagai metode dan sumber 

daya dalam pengumpulan data untuk menganalisis suatu 

fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda. 

Triangulasi meliputi empat hal, yaitu : 

1) Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda, 

seperti menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

2) Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara 

menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan 

dan analisis data (jika penelitian dilakukan dalam 

kelompok). 

3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran 

informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber 

perolehan data. 

4) Triangulasi teori, hasil akhir penelitian kualitatif berupa 

sebuah rumusan informasi atau thesis statement.
71
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 Zainal arifin, Penelitian Pendidikan Metode. Hal 164-165 
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d. Pemerikasaan dengan teman sejawat, yaitu mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

e. Member check yaitu menguji kemungkinan dugaan-dugaan 

yang berbeda, melakukan pengujian-pengujian untuk 

mengecek analisis, menerapkannya pada data, dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data. 

2. Keteralihan, yaitu apakah hasil penelitian ini dapat di terapkan 

pada situasi yang lain. 

3. Keterikatan, yaitu apakah hasil penelitian ini mengacu pada 

kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, 

dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi 

untuk menarik simpulan. 

4. Kepastian, yaitu apakah hasil penelitian dapat dbuktikan 

kebenarannya di mana hasi penelitian sesuai dengan data yang 

dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji triangulasi teknik yakni 

dengan menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti 

melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi 

dan pencerrmatan dokumen pada saat wawancara berlangsung. Kedua uji 
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triangulasi tersebut saling melengkapi untuk menguji kredibilitas data 

yang diperoleh.
72
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Objek 

1. Kondisi Objek Penelitian 

a. Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan 

b. Alamat    : Jalan Raya Sambisirah Nomor 12  

Desa    : Sambisirah 

Kecamatan   : Wonorejo 

Kabupaten   : Pasuruan 

Propinsi   : Jawa Timur 

No. Telepon   : ( 0343 ) 4505959 

c. Status Sekolah   : Negeri 

d. Kategori Sekolah  : SSN 

e. NPSN    : 20519171 

f. Tahun Beroperasi  : 1982/1983 

g. Kepemilikan Tanah  : Milik Pemerintah 

h. Luas Tanah/status  : 10.200 M2 / SHM 

i. Luas Seluruh Bangunan : 2.583 M2 

j. Nama Kepala Sekolah  : Dra. Muafiah 

2. Gambaran Umum Objek Penelitian 

SMP Negeri 1 Wonorejo merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas) yang berlokasi di Sambisirah, Kecamatan Wonorejo 
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Kabupaten Pasuruan.Dengan semakin bertambahnya zaman, maka 

manusia dituntut untuk lebih berpengetahuan, berkualitas yang mampu 

membaca situasi, memahami dan menangkap substansi perkembangan 

dan perubahan sosial yang ada.  

Perkembangan yang terus meningkat menjadikan masyarakat 

semakin mengerti arti pentingnya pendidikan. Mereka tidak sekedar 

mencari sekolah, tetapi juga mencari sekolah yang kondusif dan 

berkualitas, serta mampu menumbuhkembangkan prestasi dan minat, 

bakat peserta didik. Mereka mengharapkan pendidikan yang mampu 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik menuju keunggulan mutu 

sekolah itu sendiri, tidak hanya pendidikan umum, tetapi juga pada 

pendidikan bagi semua tanpa membedakan apapun.  

Menyadari tuntutan masyarakat yang seiring dengan bertambahnya 

peserta didik yang membutuhkan lembaga pendidikan di daerah mereka, 

maka muncul inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan 

yaitu SMP Negeri 1 Wonorejo. 

Sejarah singkat Berdirinya SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan mulai 

beroperasi pada tahun ajaran 1982/1983.  Tujuan didirikannya lembaga 

ini adalah agar dapat menciptakan dan mencetak generasi penerus bangsa 

yang berwawasan luas, berpengetahuan, berprestasi dan berkualitas, 

karena semua ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan kemajuan 

bangsa kita. 
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3. Letak Geografis SMP Negeri 1 Wonorejo 

SMP Negeri 1 Wonorejo terletak di desa Sambisirah Kecamatan 

Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan berbatasan dengan 

desa pakijangan, sebelah barat berbatasan dengan desa Kluwut, 

sebelah utara berbatasan dengan desa Kebotohan, dan sebelah timur 

berbatasan dengan desa Pacarkeling. Jarak SMP Negeri 1 Wonorejo 

dari Kota Pasuruan kurang lebih lima belas kilo meter. Dengan 

lingkungan sekolah yang masih asri di pedesaan, karena terletak di 

sekitar area persawahan.
73

 

4. Visi Misi SMP Negeri 1 Wonorejo 

a. Visi SMP Negeri 1 Wonorejo 

Visi adalah gambaran sekolah yang ingin dicita-citakan di masa 

depan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan di masa yang akan datang. Visi harus berorientasi pada 

tujuan pendidikan nasional. 

Berpedoman pada pengertian di atas, maka visi SMP Negeri 1 

Wonorejo Pasuruan adalah : “Unggul Dalam Prestasi, Beriman dan 

Bertaqwa, Berkarakter dan Berbudaya Lingkungan”.
74

 

b. Misi SMP Negeri 1 Wonorejo 

1) Melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan kompetensi akademik. 
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2) Meningkatkan mutu tamatan yang siap menghadapi 

tantangan global. 

3) Mengembangkan kompetensi siswa dalam penguasaan 

sains dan teknologi 

4) Meningkatkan program pengembangan diri guna mencapai 

prestasi nonakademik 

5) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa melalui pembelajaran dan pembiasaan 

6) Mewujudkan kebiasaan positif yang berlandaskan nilai-

nilai agama, budaya, sosial 

7) Mengembangkan silabus dan RPP terintegrasi dengan 

muatan lingkungan hidup pada mata pelajaran wajib dan 

muatan lokal 

8) Meningkatkan budi pekerti, akhlaq mulia dan karakter 

bangsa 

9) Mewujudkan lingkungan yang bersih, rindang, sehat dan 

indah 

10) Mewujudkan upaya pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
75
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5. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa SMP Negeri 1 Wonorejo 

a. Struktur orgnasisai 

SMP Negeri 1 Gondang dipimpin oleh Dra. Muafiah Kepala 

sekolah memiliki garis koordinasi dengan Komite Sekolah. Untuk 

Melaksanakan tugas fungsionalnya, Kepala Sekolah dibantu oleh 

dua Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) yaitu Dra. Ninik Tarwiyah 

dan Tri Setiati, SPd, serta Kepala Tata Usaha yaitu Asyahari. 

Kepala Sekolah Juga Memiliki Garis Instruksi ke bawah dengan 

Waka Kurikulum oleh Drs. Solikhin, M.Pd, Waka Kesiswaan oleh 

Fatah Yasin S.Pd, Waka Humas oleh Lilik Farida, S.Pd dan Waka 

Prasarana oleh Agus Kresnawan, SPd serta Guru dan Siswa. 

b. Keadaan Peserta Didik 

Sebagai sekolah menengah pertama, SMP Negeri 1 Wonorejo 

merupakan sekolah favorit  di lingkup kecamatan tersebut, 

meskipun terdapat banyak sekolah tingkat menengah pertama di 

kecamatan Wonorejo. Hal itu dapat dilihat dari jumlah siswa yang 

ada di sekolah tersebut paling banyak dbandingkan sekolah yang 

lain sederajat dan asal siswa yang berasal dari luar kecamatan 

Wonorejo juga relatif banyak. Jumlah total siswa SMP Negeri 1 

Wonorejo adalah 655 siswa yang terdiri dari 21 rombel.  

Siswa SMP Negeri 1 wonorejo juga banyak yang 

melaksanakan wajb madrasah diniyah seuasi pulang sekolah, yaitu 
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pada waktu sore hari di madrasah yang berada dekat dengan tempat 

tinggal siswa. 

Tabel 4.1 Keadaan siswa SMP Negeri 1 Wonorejo Tahun ajaran 2017/2018 

No Kelas L P Total 

1 VII 128 97 225 

2 VIII 149 91 240 

3 IX 112 78 190 

JUMLAH 389 266 655 

 

c. Sarana Prasarana 

Sebagai sekolah menengah pertama, SMP Negeri 1 Wonorejo 

dalam ketersediaan sarana prasarana tergolong sangat memadai. Hal 

tersebut terlihat dari adanya ruang belajar yang memadai dan 

kondisinya sangat kondusif untuk tempat belajar serta didukung 

dengan adanya fasilitas lainnya seperti : laboratorium IPA, 

laboratorium komputer, laboratorium bahasa, UKS, ruang kesenian, 

ruang keterampilan, multi media, juga terdapat musholah untuk 

kegiatan keagamaan. SMP Negeri 1 Wonorejo juga memiliki 

perpustakaan yang tergolong lengkap sebagai penunjang kegiatan 

pembelajaran siswa, serta memiliki lapangan olahraga bagi siswa. 

Adapun gedung atau ruangan yang dimiliki sekolah ini sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2 Ruang dan Gedung SMPN 1 Wonorejo 

No Ruang/gedung Jml Ukuran  

( P X L ) 

Kondisi 

1 Perpustakaan 1 12 x 10 Baik 

2 Lab. IPA 1 15 x 12 Baik 

3 Lab. Komputer 1 10 x 12 Baik 

4 Lab. Bahasa 1 7 x 9 Baik 

5 UKS 1 4 x 6 Baik 

6 Kesenian 1 5 x 6 Baik 

7 Keterampilan 1 15 x 12 R. Sedang 

8 Multimedia 1 10 x 12 Baik 

9 Ruang ibadah 1 7 X12 Baik 

10  Ruang Kantin 1 5 x 6 Baik  

11 Ruang Kelas 21 7 x 9 Baik 

 

Di dalam kantor SMP Negeri 1 Wonorejo terdapat beberapa 

ruangan diantaranya adalah ruangan kepala sekolah, ruangan guru mata 

pelajaran, ruangan tata usaha, ruang bimbingan konseling dan ruangan 

tamu. Keadaan bangunanya masih bagus dan terawat dapat dilihat dari 

gambar diatas diambil pada saat penulis melakukan observasi. 

d. Kurikulum SMPN 1 Wonorejo 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), ada dua hal penting yang perlu 

ditekankan yaitu, pertama, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran, kedua, cara yang digunakan yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu penting bagi SMP Negeri 

1 Wonorejo untuk merumuskan secara spesifik kurikulum yang akan 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan 

mengacu pada kurikulum 2013.  

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

 

B. Penyajian Data 

1. pembentukan karakter siswa melalui program wajib belajar pendidikan 

madrasah diniyah berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Pasuruan 

Nomor 21 tahun 2016 di SMP Negeri 1 Wonorejo  

Penyaji akan memaparkan tentang pembentukan karakter yang ada 

di SMPN 1 Wonorejo Pasuruan melalui wawancara yang dilakukan 

terhadap berbagai narasumber. Dari berbagai narasumber tesebut 

menyebutkan bahwa pembentukan karakter siswa di SMPN 1 Wonorejo 

melalui Pembiasaan dan keteladanan guru. Sebagai mana yang 

dijelaskan oleh ibu kepala sekolah : 

“ Kita tidak henti-hentinya memberikan contoh kepada siswa terus 

menerus, kita berusaha semaksimal mungkin tidak ada ada 

batasnya, mungkin sampai nanti dalam rangka pembentukan 

karakter siswa, misalnya menjemput siswa di gerbang sekolah 

waktu siswa berngkat sekolah, kemudian didalam kelas siswa 

menyanyikan lagu indonesia raya agar siswa cinta tanah air, dan 

berdoa sebelum mulai pembelajaran, setiap hari senin 

melaksanakan upacara bendera.”
76

 

Jawaban lain juga disampaikan oleh ibu Makhmudah selaku guru PAI 

di SMPN 1 Wonorejo : 

“ Karakter siswa dibentuk melalui bapak ibu guru menjadi teladan 

kepada siswa, jadi melalui pembiasaan yang baik, akan menjadikan 

pembentukan karakter yang baik juga pada siswa.” 

Pendidikan karakter memiliki fokus pada pengembangan potensi 

peserta didik secara keseluruhan, agar dapat menjadi individu yang 

unggul dan berkualitas untuk mengahadapi zaman dengan sikap 

terpuji. Berbicara pendidikan karakter sendiri, perkembangan karakter 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Muafiah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonorejo, Hari Senin 

21 Mei 2018 pukul 09.00 
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di SMP Negeri 1 Wonorejo mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

apalagi sejak diberlakukan peraturan bupati kabupaten Pasuruan 

tentang wajib madrasah diniyah mulai tahun ajaran 2016/2017 bagi 

keseluruhan siswa perkembangan karakternya meningkat secara 

signifikan.  

 Terkait kebijakan pendidikan tentang wajib belajar madrasah 

diniyah di lingkungan pemerintah kabupaten Pasuruan banyak 

stakeholder implementor yang sudah mengetahui dan juga memahami, 

namun ada juga yang sekedar mendukung tapi belum paham maksud 

dari kebijakan tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh ibu kepala 

sekolah : 

“Sudah disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten pasuruan, yang 

mana Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menerapkan kepada 

siswa dasar formal untuk melaksankan program wajib madin. 

Mungkin sekarang zaman seperti ini, anak-anak gampang 

terpengaruh oleh pergaulan bebas dan pengaruh buruk kepada 

siswa dari lingkungan masyarakat yang diluar sekolah, 

meminimalisir kejadian seperti itu maka dibentuk program wajib 

madin supaya jam anak untuk bermain bisa seminimal mungkin 

karena sekolah madrasah diniyah, waktu bermain yang tidak 

bermanfaat bisa minimalisir. Setelah sekolah umum langsung 

sekolah madrasah diniyah, supaya tidak terlalu lama senggang 

waktu bermain, mungkin disitu bisa terbentuknya karakter siswa 

yang baik. Karena semakin banyak waktu bermain siswa 

kemungkinan besar siswa terpengaruh oleh hal-hal yang buruk.”
77

 

Jawaban berbeda disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan bapak Yasin, sebagai berikut: 

“Iya saya mengetahui, tapi tidak begitu paham dengan isinya. Dan 

mengetahui kalau perbup itu tentang wajib belajar madrasah 

diniyah bagi siswa. Menurut saya sosialisainya sangat kurang, 
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karena banyaknya SDM yang hanya sekedar mendukung tapi 

banyak yang tidak mengetahui dan memahami mekanisme 

kebijakan tersebut. Jika kebijakan tersebut dilalaksanakan dengan 

baik, maka pembentukan karakter siswa melalui wajib madrasah 

diniyah juga berjalan dengan baik.”
78

 

 

Jadi dari beberapa penjelasan diatas kita mengetahui kalau masih 

banyak implementor yang hanya sekedar mendukung namun belum 

paham mekanisme dari kebijakan tersebut.  

Dalam kebijakan pendidikan tentang Wajib madrasah diniyah di 

kabupaten Pasuruan tentunya mempunya tujuan agar siswa memiliki 

karakter yang baik sesuai yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. 

Selama ini siswa sudah memiliki karakter yang ingin dicapai dalam 

program ini, namun belum mencapai seratus persen. Karena dalam 

pembentukan karakter siswa perlu adanya proses yang bertahap. 

Karakter yang dijelaskan dalam peraturan bupati tentang wajib 

madrasah diniyah juga sama sudah ada dalam kurikulum 2013. Jadi 

peraturan bupati ini sejalan dan beriringan dengan berjalannya 

kurikulum 2013. 

Sekolah dalam pembentukan karakter tentunya juga mempunyai 

standarisasi yang ingin dicapai sesuai dengan visi misi dan tujuan 

sekolah. Karakter yang ingim dibentuk dari siswa dijelaskan oleh Bu 

Muafiah sebagai berikut: 

“Yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah tentang 

pendidikan nasional, atau tujuan pendidikan nasional, mulai dari 
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jujur, disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, religius, kerja keras, 

toleransi dan sebagainya” 

Penjelasan lain tentang karakter yang ingin dibentuk dari siswa 

disampaikan oleh Pak Muji Prayitno sebagai berikut: 

“Sekolah menerapkan sekolah adiwiyata, jadi anak anak harus 

mengetahui pentingnya menjaga lingkungan, baik kebersihan 

kerindangan dan kerapian.”
79

 

Pembentukan karakter yang ingin dicapai sekolah tersebut tentunya 

dilakukan melaui keteladanan bapak ibu guru dan pembisaan oleh siswa 

sendiri. Proses terbentuknya karakter melalui pendidikan, pengalaman, 

cobaan hidup, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan kemudian 

terinternalisasi nilai-nilai pada diri seseorang sehingga menjadi nilai 

intrisik yang melandasi sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang 

terulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan dapat disebut karakter 

Melalui pembiasaan, pembelajaran dan keteladanan bapak ibu 

guru, siswa sudah mulai mempunyai karakter yang ingin dicapai oleh 

tujuan sekolah, tapi dalam hal ini juga membutuhkan proses untuk 

mencapai sempurna.  

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tentang wajib belajar 

madrasah diniyah tentunya dalam karakter siswa mengalami perubahan 

yang menonjol daripada sebelum dilaksakan kebijakan tersebut. Bisa 

dijelaskan oleh ibu Lilik Farida sebagai berikut: 
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“Karakter yang menonjol dari siswa ya tadi itu terkait tata krama 

kepada bapak ibu guru, sudah semakin membaik daripada 

sebelumnya.” 

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh ibu Makhmudah : 

“Karakter yang berkaitan dengan akhlaqul karimah, dan juga sangat 

pengaruh dalam bidang keagamaan, siswa sering ikut lomba al 

banjari dan mendpatkan juara, siswa juga ikut lomba MTQ atau 

lomba Da‟i, yang mana siswa tersebut yang melaksanakan program 

wajib madrasah diniyah”
80

 

Karakter yang disebutkan diatas juga sangat efektif untuk 

mendukung dan menunjang dalam proses pembelajaran siswa. Karakter 

yang ingin dicapai dalam kebijakan madrasah diniyah sesuai dengan 

pendidikan karakter yang ingin dicapai kurikulum 2013. Apalagi dalam 

proses pembelajaran PAI juga siswa sudah mempunyai pedoman agama 

yang didapat di madrasah diniyah. 

2. Implementasi kebijakan program wajib belajar madrasah diniyah dalam 

membentuk karakter siswa berdasarkan peraturan bupati Kabupaten 

Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP Negeri 1 Wonorejo. 

Tujuan dari program wajib belajar madrasah diniyah yang 

diterapkan oleh Kabupaten Pasuruan juga ada kaitannya dengan visi 

misi yang dirumuskan oleh sekolah. Visi sekolah menjadi pedoman 

dan arah bagi warga sekolah untuk mewujudkannya. Visi sekolah 

yang dibangun dan ingin dicapai dijabarkan dalam misi dan tujuan 

sekolah. Visi misi sekolah disusun oleh semua warga sekolah mulai 
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dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf tata usaha, office 

boy, dan wali murid, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala 

sekolah : 

“Pertama milihat situasi kondisi yang ada di sekolah, target yang 

ditempuh kemudian tidak lepas dari tujuan sekolah. Kemudian 

penyusunan visi misi sekolah dilakukan dengan melibatkan semua 

stakeholder, yakni seluruh warga sekolah baik pimpinan, guru, 

sampai tukang kebun dan juga seluruh bagian yang terlibat di SMP 

Negeri 1 Wonorejo seperti komite sekolah dan orang tua siswa”.
81

 

 

Setelah visi misi tersusun, upaya untuk mewujudkannya menjadi 

kewajiban bagi seluruh warga sekolah dan juga kegiatan sekolah tidak 

terlepas dari visi misi sekolah, sebagaimana yang disampaikan kepela 

sekolah SMP Negeri 1 Wonorejo: 

“Dilihat dari target visi misi nya terlebih dahulu, contohnya siswa 

berprestasi dalam perlombaan diluar sekolah, dalam bertaqwa 

kepada Allah, mengajak siswa sholat berjamaah , targetnya 

mempunyai lulusan yang berprestasi di kabupaten Pasuruan”. 

  

Senada dengan hal itu wakil kepala sekolah Bapak Fatah Yasin 

menjelaskan : 

“Pembiasaan yang baik kepada siswa dirasa sangat perlu dalam 

mewujudkan visi misi sekolah, kalau sudah terbiasa, jadi mudah 

untuk mewujudkan visi misi.”
82

 

 

Visi SMP Negeri 1 Wonorejo Yaitu : “Unggul Dalam Prestasi, 

Beriman dan Bertaqwa, Berkarakter dan Berbudaya Lingkungan”. 

Sosialisasi visi misi kepada seluruh warga sekolah dilakukan kepada 

melalui berbagai kegiatan formal maupun non formal, sebagaimana 
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dikemukakan oleh ibu Muafiah selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 

Wonorejo : 

“Paling tidak kita merumuskan visi misi secara bersama dengan 

warga sekolah seperti guru-guru, wali murid dan stakeholder, 

kemudian kita sosialisasikan kepada wali murid yang kita undang 

ke sekolah dalam moment-moment tertentu seperti pengambilan 

laporan , moment penting dalam ujian tengah semester, dan waktu 

rapot kenaikan kelas”
83

 

 

Hal yang sama juga disampaikan waka humas Ibu Lilik Farida, 

sebagai berikut: 

“Kami menyosialisasikan visi misi sekolah setiap upacara hari 

senin, dan siswa maupun guru harus hafal visi misi sekolah, jadi 

dengan dihafal semua warga sekolah paham atas visi misi 

sekolah”.
84

 

 

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Muji Prayitno Selaku 

Guru : 

“Pertama, di rapat kedinasan dan yang kedua di sosialisasikan tiap 

harinya atau setiap masuk kelas guru selalu mengingatkan kepada 

siswa, visi misi sekolah juga terdapat dalam buku jurnal yang ada 

di setiap kelas. Jadi bapak ibu guru harus hafal dan siswa juga 

begitu.”
85

 

 

Dengan demikian jelas bahwa visi SMP Negeri 1 Wonorejo yang 

dirumuskan diatas sudah tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh 

warga sekolah dalam berbagai kegiatan formal maupun non formal. 

Dalam kegiatan formal kepala sekolah/wakil kepala sekolah selalu 
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mengingatkan kepada guru, karyawan, siswa agar dapat mewujudkan 

visi misi yang telah ditetapkan sekolah. 

Visi diatas dijabarkan ke dalam misi sekolah sebagai berikut : a) 

Melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

kompetensi akademik. b) Meningkatkan mutu tamatan yang siap 

menghadapi tantangan global. c) Mengembangkan kompetensi siswa 

dalam penguasaan sains dan teknologi. d) Meningkatkan program 

pengembangan diri guna mencapai prestasi nonakademik. e) 

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa melalui pembelajaran dan pembiasaan. f) Mewujudkan kebiasaan 

positif yang berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, sosial. g) 

Mengembangkan silabus dan RPP terintegrasi dengan muatan 

lingkungan hidup pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal. h) 

Meningkatkan budi pekerti, akhlaq mulia dan karakter bangsa. i) 

Mewujudkan lingkungan yang bersih, rindang, sehat dan indah. j) 

Mewujudkan upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 

kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

Visi misi sekolah tentu saja perlu penyegaran sesuai dengan 

kondisi sekolah dan berjalannya perubahan zaman. Hal ini 

disampaikan oleh kepala sekolah : 

“Setiap tahun kita merivisi visi misi sekolah, melihat apa yang 

kurang dan ingin ditambah dalam yang ingin kita capai, jadi setiap 

tahunnya merivisi visi misi pada waktu ajaran baru. Pertama 

masalah kurikulum, di kurikulum kita ada dokumen 1, dokumen 2, 
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dokumen 3, utamanya pada dokumen 1 terkait dengan kriteria 

kenaikan, kelulusan mengalami perkembangan dan perlu revisi.”
86

 

 

Hal senada juga dijelaskan oleh wakil kepala sekolah :  

 

“Setiap tahun kita merivisi visi misi sekolah, karena setiap 

tahunnya ada perkembangan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi 

setiap tahunnya ada perkembangan visi misi agar menjadi lebih 

baik .” 

 

Visi misi SMP Negeri 1 Wonorejo juga ada kaitannya dengan 

program wajib madrasah diniyah yang diterapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Pasuruan sesuai dengan peraturan bupati kabupaten 

Pasuruan nomor 21 tahun 2016 tentang Program Wajib Madrasah 

diniyah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah 

visi misi sekolah juga dapat menyukseskan dam mendukung program 

dari pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut. Sebagaimana dalam 

pemaparannya:  

“Seiring dan berjalan, apalagi disini mayoritas siswa agama islam 

dan sebelumnya siswa sudah banyak yang sekolah di madin, kita 

hanya menghimbau dan mendukung kepada siswa agar sekolah 

madrasah diniyah.” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang guru bapak Muji 

Prayitno S.Pd, sebagai berikut:  

“Yang jelas mendukung , karena sudah ada perda nya dan juga 

perbup. Itu salah satu program pemerintah daerah yang harus 

didukung penuh baik oleh lembaga pendidikan formal maupun non 
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formal. Khususnya sekolah sendiri yang ada dibawah naungan 

dinas pendidikan kabupaten pasuruan.”
87

 

Program wajib madrasah diniyah diterapkan di kabupaten Pasuruan 

mulai tahun 2016 setelah keluarnya peraturan bupati Kabupaten 

Pasuruan nomor 21 tahun 2016 tentang program wajib madrasah 

diniyah. Akan tetapi sebagian siswa SMP Negeri 1 Wonorejo sudah 

melaksanakan madrasah diniyah sebelumnya karena sudah menjadi 

kebiasaan sejak dulu. Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah sebagai 

berikut: 

“Sebelumnya siswa disini sudah sekolah di madrasah diniyah, jadi 

dengan adanya kebijakan program wajib madin, sekolah hanya 

menghimbau dan mengingatkan kembali bahwa agar siswa wajib 

melaksanakan madrasah diniyah. Untuk program ini sudah berjalan 

mulai tahun ajaran kemarin, tepatnya tahun ajaran 2016/2017.”
88

 

Hal ini juga ditegaskan oleh waka kesiswaan : 

“Siswa disini sudah banyak yang melaksankan madrasah diniyah 

sebelum adanya program wajib madrasah diniyah dari pemerintah , 

tapi siswa yang melaksnakan belum sebanyak setelah adanya 

program wajib madin ini.” 

Sedangkan terkait aturan tentang program wajib madrasah diniyah 

sekolah tidak secara khusus menerapkan aturan atau kebijakan yang 

berkaitan tentang program wajib madrasah diniyah. Akan tetapi tidak 

secara langsung sekolah mendukung adanya program yang diterapkan 

mulai tahun 2016 itu. Terbukti dengan sekolah selalu bekerja sama 
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dengan lembaga madrasah diniyah terkait dengan kegiatan siswa. 

Sebagaimana pemaparan kepala sekolah sebagai berikut : 

“Sekolah tidak memberikan aturan yang berhubungan dengan 

program ini, tapi sekolah menghimbau dan memberikan dukungan 

kesempatan kepada anak-anak agar masuk madrasah diniyah, 

bahkan berpartisipasi dan mendukung jika siswa melaksanakan 

ujian di madrasah diniyah, sekolah memberikan toleransi agar 

siswa pulang sebelum dilaksanakan jam masuk ujian madrasah 

diniyah.”
89

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh waka kesiswaan, 

sebagai berikut: 

“Tidak ada aturan yang mengikat terkait kebijakan ini, tapi sekolah 

sangat mendukung penuh kebijakan tersebut, guna pembentukan 

karakter siswa agar menjadi lebih baik. Karena siswa akan 

mendapatkan pelajaran agama yang lebih di lembaga madrasah 

diniyah.” 

 

Tetapi jawaban lain oleh sebagian guru BTQ terkait aturan sekolah 

tentang program wajib madrasah diniyah, sebagai berikut: 

“Wajib madrasah siswa harus bisa baca alquran dan minimal ada 

yang sudah hafal surah pendek dalam alquran, dan juga paham dan 

mengerti rukun islam, rukun iman , sehingga dengan adanya 

madrasah diniyah anak anak sudah punya pondasi agama yang 

lebih kuat.”
90

 

 

Tentu saja kebijakan akan berhasil salah satunya yaitu jika 

mendapat dukungan dari pihak implementor dalam hal ini yaitu pihak 

sekolah. Faktor-faktor keberhasilan kebijakan diterapkan tidak lepas 

dari sebagai berikut : 
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1. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan 

2. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah 

3. Sumber-sumber potensial yang mendukung 

4. Keahlian pelaksanaan kebijakan 

5. Dukungan dari khalayak sasaran 

6. Efektifitas dan efesiensi birokrasi. 

Dalam kebijakan program wajib belajar madrasah diniyah , SMP 

Negeri 1 Wonorejo mendukung penuh kebijakan tersebut, sesuai 

dengan pemaparan kepala sekolah sebagai berikut: 

“Sekolah seratus persen menerapkan dan sungguh-sungguh 

diterapkan program wajib madrasah diniyah sesuai dengan 

peraturan bupati. Sekolah selalu menghimbau, mendukung dan 

memberikan kesempatan agar siswa masuk sekolah madrasah 

diniyah, terutama madrasah diniyah yang terdekat. Kita juga 

menyesuaikan pulang sekolah dengan jam masuk madrasah 

diniyah, agar jam pulang sekolah tidak bertabrakan dengan jam 

masuk madrasah diniyah atau jam pulang sekolah melebihi jam 

masuk madrasah diniyah.”
91

 

 

Begitu juga sebaliknya penjelasan dari salah satu seorang guru PAI 

terkait pelaksanaan program wajib madrasah diniyah di SMP Negeri 1 

Wonorejo, sebagai berikut: 

“Mungkin belum sampai dengan sempurna atau seratus persen, 

siswa ada beberapa yang belum melaksankan program wajib 

madin, tapi bisa dihitung dengan jari yang gak ikut melaksanakan 

wajib madrasah diniyah, jadi masih lebihbanyak siswa yang 

menerapkan program wajib madrasah diniyah.” 

 

Senada dengan seorang guru lainnya bernama ibu novita guru 

BTQ, menjelaskan sebagai berikut : 
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“Kalau berdasarkan presentasenya ini masih berjalan 85 persen 

hampir ke 90, maksudnya belum mencapai ke 100 persen. Tapi 

hampir sempurna, karena dari latar belakang anak-anak yang 

berbeda, ada yang dari orang tua yang memang kolot 

mementingkan formal daripada madrasah nya itu juga mereka 

masih sulit untuk dianjurkan wajib madin, tapi kita tetap selalu 

mengingatkan orang tua, karena itu merupakan program wajib yang 

harus dilaksanakan oleh semua siswa. Dan alhamdulillah dengan 

wajib madin sangat membantu sekali dalam pembelajaran.”
92

 

 

Tentu saja dilihat dari penerapan kebijakan program wajib 

madrasah diniyah yang belum sepenuhnya sempurna, maka perlu 

penekanan proses penerapan kebijakan tersebut yang dilakukan oleh 

sekolah, yang dijelaskan ibu Muafiah sebagai berikut: 

“Sekolah selalu menghimbau, mendukung dan memberikan 

kesempatan agar siswa masuk sekolah madrasah diniyah, terutama 

madrasah diniyah yang terdekat. Kita juga menyesuaikan pulang 

sekolah dengan jam masuk madrasah diniyah, agar jam pulang 

sekolah tidak bertabrakan dengan jam masuk madrasah diniyah 

atau jam pulang sekolah melebihi jam masuk madrasah diniyah.” 

 

Penjelasan dari ibu Novita selaku guru BTQ tentu berbeda dengan 

apa yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait penekanan proses 

kebijakan program wajib madrasah diniyah. Penjelasannya sebagai 

berikut : 

“Iya evaluasi dari nilai mereka, kalau nilai mereka turun jelas anak 

ini madrasahnya kurang, atau tidak berlatar belakang madrasah. 

Disitu orang tua dipanggil pribadi, ditanya terus dianjurkan 

madrasah diniyah, ditanya rumahnya mana, madrasah yang dekat 

mana.” 

 

Dalam penekanan proses penerapan kebijakan wajib madasah 

diniyah di SMP Negeri 1 wonorejo tentu saja tidak lepas dari 
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pemahaman dan dukungan dari SDM agar kebijakan tersebut 

terlaksana, dijelaskan oleh ibu kepala sekolah sebagai berikut : 

“ Setiap penerimaan peserta didik baru kita selalu menghimbau 

kepada siswa baru agar siswa yang belum masuk madrasah diniyah 

agar segera melaksanakan program madrasah diniyah. Jadi sekolah 

mendata siswa yang sudah masuk madrasah diniyah dan yang 

belum masuk madrasah diniyah. SDM disini sangat mendukung 

adanya program wajib madin yang di terapkan oleh pemerintah 

kabupaten pasuruan. contohnya jika siswa melaksanakan ujian 

madrasah diniyah, bapak ibu guru memberikan toleransi kepada 

siswa agar pulang lebih awal, supaya siswa tersebut bisa mengikuti 

ujian di madrasah diniyah. Dan guru-guru ikhlas siswa tidak 

mengikuti pembelajaran di sekolah”
93

 

Dalam kesempatan lain dengan pertanyaan yang sama tentang 

pemahaman dan dukungan SDM terkait kebijakan ini Bapak Muji 

Prayitno selaku guru di SMP Negeri 1 Wonorejo menjelaskan : 

“ Hampir semua bapak ibu guru disini mendukung, karena 

mayoritas muslim. Dan karena juga bekerja atau bernaung di 

pemerintah kabupaten pasuruan jadi jelas mendukung, karena itu 

sangat positif bagi siswa. Dan juga Siswa disini hampir 90persen 

mengikuti madrasah diniyah, jadi saya rasa semua disini sangat 

mendukung program wajib madin. Satu kaitannya dengan 

berjamaah sholat, rutinitas dalam melaksanakan ujian madrasah 

diniyah, bapak ibu guru mengizinkan untuk pulang lebih dahulu 

kalau memang sudah waktunya untuk ujian di madrasah.”
94

 

 

Tentu saja setelah mendapat dukungan dari SDM, sekolah 

mempunyai tujuan dalam pelaksaan kebijakan wajib madrasah diniyah 

dan juga langkah strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut 

kepala sekolah dalam pemaparannya sebaga berikut : 
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“ Supaya ilmu umum yang didapatkan siswa diseimbangi dengan 

ilmu agama yang kuat, dan membantu dalam proses pembentukan 

karakter siswa. Langkah strateginya kita sejauh ini hanya sebatas 

memberikan himbauan, toleransi, bahkan juga mendukung agar 

siswa masuk madrasah diniyah, utamanya dalam ppdb siswa didata 

siswa yang belum masuk madin, dan diberikan arahan agar masuk 

madin, karena sifatnya wajib.” 

 

Kemudian penulis juga mendapatkan jawaban dari Bu 

Makhmudah selaku guru PAI mengenai tujuan sekolah dalam 

kebijakan wajib madrasah diniyah dan langkah strategi yang diambil 

yaitu:  

“ Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya program wajib 

madrasah diniyah, dan juga memahaminya, soalnya kalau ada 

keperluan terkait madrasah diniyah, saya yang langsung turun 

langsung. Langkah strategi yang kita ambil dalam mewujudkan 

tujuan tersebut yaitu Kita tidak hentinya untuk menghimbau kepada 

siswa untuk melaksanakan program wajib madrasah diniyah bagi 

yang belum melaksanakan madrasah diniyah.”
95

 

 

Selain itu untuk mencapai tujuan sekolah dalam kebijakan wajib 

madrasah diniyah dan melakukan langkah strategi dalam mencapai 

tujuan tersebut, tentu saja perlu kesadaran stakeholder dalam program 

wajib madrasah diniyah. Seperti yang dijelaskan kembali oleh kepala 

sekolah sebagai berikut : 

“ Selalu menghimbau dan mengingatkan kembali tentang program 

wajib madin, dan memberikan dukungan kepada siswa agar masuk 

madrasah diniyah, karena itu sifatnya wajib.” 

 

Pernyataan lain dijelaskan waka humas Bu Lilik Farida sebagai 

berikut :  
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“ Ya selalu mengingatkan kembali dengan adanya wajib madin 

kepada siswa, serta stakeholder di sekolah “ 

 

 Dari semua yang dijelaskan diatas tujuannya adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan program wajib madrasah diniyah di SMP 

Negeri 1 Wonorejo. Kepala sekolah menjelaskan pelaksanaan 

programnya sebagai berikut : 

“ Kita tidak terlalu jauh melihat kepada madrasah diniyah, karena 

lingkupnya berbeda, tapi sejauh ini siswa sangat antusias terhadap 

program wajib madin. Dilihat dari waktu ujian madrasah diniyah, 

siswa sangat antusias belajar, kita lihat dari situ saja mengetahui 

bahwa siswa sudah melaksanakan wajib madin.”
96

 

 

Jawaban lain dijelaskan Pak Muji prayitno sebagai berikut : 

“ Tidak bisa diketahui dengan kalender akademik, tapi kalender 

yang ada di madrasah diniyah atau pondok pesantren, jadi sekolah 

sini ngikut kegiatannya madrasah diniyah. Secara umum kita Cuma 

hari-hari besar saja.” 

 

Menurut penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sekolah 

sebatas menghimbau dan mendukung pelaksaan program wajib 

madrasah diniyah. Sekolah tidak ikut campur dalam pelaksanaan di 

madrasah itu sendiri, karena ruang lingkupnya berbeda. 

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program wajib 

belajar pendidikan madrasah diniyah berdasarkan peraturan bupati 

Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP Negeri 1 

Wonorejo. 

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah 

kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan proses 
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pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam 

menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil 

tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam 

pelaksanaanya. Berhasil atau tidaknya kebijakan akan ditentukan oleh 

banyak faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain komunikasi, 

disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.  

Dalam kebijakan pendidikan sangat penting untuk melakukan 

komunikasi yang baik agar kebijakan berjalan dengan baik. Terkait 

komunikasi kebijakan ini ibu kepala sekolah menjelaskan : 

“Kita selalu mensosialisasikan kepada wali murid pada waktu 

momen-momen tertentu seperti pembagian rapot, untuk 

mengkomunikasikan terkait progam wajib madin bagi siswa”
97

 

Terkait komunikasi ini juga bapak Yasin selaku kesiswaan juga 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Pihak sekolah menyosialisasikan kebijakan wajib madrasah 

diniyah kepada siswa setiap ajaran baru dalam masa orientasi 

siswa, jadi siswa sudah paham dengan adanya program wajib 

belajar madrasah diniyah sejak awal masuk sekolah.” 

Komunikasi ini tidak hanya disampaikan kepada siswa setiap awal 

ajaran baru yang ini sebagai sasaran kebijakan wajib madrasah 

diniyah dan juga wali murid. Namun juga perlu adanya komunikasi 

dengan lembaga madrasah diniyah, karena dalam kebijakan ini dua 

lembaga antara lembaga formal dan lembaga madrasah perlu adanya 

koordinasi yang baik. Ibu kepala menjelaskan sebagai berikut: 
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“Kita sebatas komunikasi antar lembaga terkait toleransi waktu 

seperti waktu ujian, terus di hari hari besar islam, kita selalu 

mengundang orang-orang madrasah diniyah untuk menjaga 

komunikasi” 

Pernyataan yang berbeda disampaikan waka humas ibu Lilik Farida 

sebagai berikut: 

“Komunikasi antara lembaga sekolah dan lembaga madrasah 

diniyah sangat kurang, mungkin masalah koodinasi terkait toleransi 

waktu itu sangat kurang. Jadi perlu adanya koordinasi lebih baik 

agar program ini berjalan dengan baik”
98

 

Jadi dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

selama ini komunikasi yang dijalin antara dua lembaga ini sangat 

kurang maksimal, terutama dalam toleransi waktu. 

Selain faktor komunikasi, faktor sumber daya manusia juga sangat 

penting dalam hal pelaksanaan kebijakan. Karena implementor hal 

berkenan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk 

mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara efektif. Ibu kepala 

menjelaskan sebagai berikut : 

“Kita itu memberikan dukungan penuh terhadap program madin, 

langkah kita mendata siswa waktu ppdb siswa yang sudah masuk 

dan belum masuk madin, jadi yang belum masuk madin sekolah 

memberikan arahan agar masuk madin di domisili anak tersebut.”
99

 

Pernyataan yang berbeda terkait SDM disampaikan bapak Yasin 

sebagai berikut: 
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“SDMnya semua mendukung adanya program wajib madrasah 

diniyah dalam pembentukan karakter siswa, tapi banyak SDM yang 

belum memahami mekanisme kebijakan ini” 

Sumber daya tidak hanya sumber daya manusia, namun juga ada 

sumber daya non manusia, yang disini meliputi sarana dan prasarana 

dalam kebijakan program wajib madrasah diniyah. Ibu Lilik Farida 

menjelaskan tentang sarana prasarana sebagai berikut: 

“Kalau di sekolah sini, kita punya musholah dan disitu mungkin 

dapat mendukung program ini, siswa melaksanakan sholat 

berjamaah dhuhur, istigotsah setiap sebulan sekali dan hari hari 

besar lainnya”
100

 

 Jadi di sekolah terkait dengan sarana prasarana hanya pendukung 

dan penunjang program wajib madrasah diniyah, karena yang mana 

kegiatan madrasah diniyah hanya bisa dilaksanakan di lembaga 

madrasah diniyah.  

Setelah itu sikap implementor juga sangat penting dalam faktor 

yang mempengaruhi terlaksana kebijakan program wajib madrasah 

diniyah. Karena para implementor yang mengeksekusi kebijakan 

pendidikan tersebut. Kecakapan saja tidak mecukupi, tanpa kesediaan 

dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Seperti 

penjelasan yang disampaikan bapak Yasin selaku waka kesiswaan 

sebagai berikut: 

“Sikapnya sangat mendukung dengan kebijakan ini dalam hal 

pembentukan karakter siswa dan ,madrasah diniyah menudukung 

pembentukan karakter siswa, tapi masih banyak yang belum 
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memahami mekanisme dalam kebijakan program wajib madrasah 

diniyah yang diterapkan oleh pemerintah”
101

 

 

Jadi sikap implementor disini semua sangat mendukung adanya 

program wajib madrasah diniyah mulai dari siswa, guru dan kepala 

sekolah. Tapi banyak juga yang belum paham dengan mekanisme 

kebijakan ini. 

Setelah itu struktur birokasi termasuk elemen penting dalam 

pelaksanaan kebijakan pendidikan. Struktur birokrasi berkenaan 

dengan kesesuaian organisai birokrasi yang menjadi penyelenggara 

implementasi kebijakan pendidikan. Pada aspek ini struktur birokrasi 

sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan. Struktur birokrasi tersebut sudah tersedia dari mulai level 

yang paling tinggi yaitu Dinas Pendidikan hingga ke level yang paling 

rendah yaitu tingkat sekolah. Ketersediaan kelembagaan ini 

dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan 

wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan tersebut 

sehingga memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam 

mengerjakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat dalam 

organisasi menjadi seragam dan konsisten.  

Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah, sebagai berikut : 

“Dari perbup ini mulai dari dinas pendidikan menyampaikan 

kepada kepala sekolah terus disampaikan ke lembaga masing-
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masing lalu diterapkan kepada anak-anak, seperti itu strukturnya. 

Lembaga juga menyampaikan kepada wali murid.”
102

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa struktur 

birokrasi dalam kebijakan ini sudah tersedia mulai dari dinas 

pendidikan sampai ke sekolah yang disampaikan kepada siswa. 

Sehingga kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. 

Dalam implementasi kebijakan pendidikan wajib madrasah diniyah 

tentunya tidak lepas dari berbagai kendala. Sehingga implementor 

(sekolah) harus meyeseleseikan kendala agar kebijakan ini berjalan 

sesuai dengan tujuan. Adapun pendapat dari waka kesiswaan terkait 

hal ini sebagai berikut: 

“kebijakan ini terlalu dipaksakan karena masih banyak 

implementor belum memahami kebijakan tersebut dan belum siap 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut, jadi pemerintah daerah 

harus menyiapkan agar SDMnya siap dan paham atas kebijakan 

tersebut. Yang terakhir koordinasi dan komunikasi antara lembaga 

sekolah formal dan lembaga madrasah diniyah harus terjalin 

dengan baik, karena kedua lembaga tersebut sebagai yang 

mengimplementasikan.”
103

 

 

Solusi lain disampaikan oleh ibu Makhmudah selaku guru PAI 

sebagai berikut : 

“Menurut saya kendala yang dialami hanyalah terkait komunikasi 

dan koordinasi dengan lembaga madrasah diniyah, jadi perlunya 

koordinasi dan komunikasi yang baik, utamanya pada waktu ujian 

madrasah diniyah. Langkah yang diambil ya Bermusyawarah 
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dengan lembaga madrasah diniyah untuk menemukan solusi 

bersama.”
104

 

Menurut berbagai pendapat diatas , penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kendala yang dialami sampai sekarang yaitu terkait dengan 

komunikasi antara lembaga formal dan lembaga madrasah diniyah, 

jadi perlu adanya koordinasi antara kedua lembaga tersebut. Selain itu 

juga perlu sosialiasi yang berkelanjutan terhadap implementor, karena 

banyak implementor yang belum paham dengan mekanisme kebijakan 

pendidikan tersebut. 

Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan pasti ada dampak yang 

diperoleh dari kebijakan itu sendiri. Begitu juga dalam pelaksanaan 

program wajib madrasah diniyah siswa jadi mempunyai pedoman atau 

dasar dibidang pendidikan agama, siswa mempunyai pegangan yang 

kuat terkait dengan pendidikan karakter. Dampak yang diperoleh 

selanjutnya yaitu guru lebih mudah untuk menjalankan kurikulum 

2013 yang terkait dengan pembentukan karakter siswa, karena tujuan 

kebijakan program wajib madrasah diniyah beriringan dan hampir 

sama dengan tujuan pendidikan karakter yang ada dalam kurikulum 

2013 

. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis pembentukan karakter siswa melalui program wajib belajar 

pendidikan madrasah diniyah berdasarkan peraturan bupati Kabupaten 

Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 di SMP Negeri 1 Wonorejo  

Pada hakikatnya usaha pembentukan karakter anak memang 

semestinya dilakukan oleh orang tua. Akan tetapi, ketika anak berada 

di sekolah, maka menjadi orang tua anak adalah pihak sekolah atau 

gurunya. Maka sehubungan dengan itu peran guru sangat penting 

dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dan dituntut untuk 

sunggu-sungguh menjalankan peran tersebut. Karena salah dalam 

membentuk karakter siswa akan berakit fatal bagi kehidupan anak 

selanjutnya. 

Guru harus menjadi seorang pengasuh bagi peserta didik, menjadi 

panutan dan teladan untuk dicontohi oleh peserta didik, guru pula 

harus menjadi pembimbing untuk membimbing peserta didiknya yang 

memiliki integritas dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. 

Upaya Guru dalam pembentukan karakter di SMP Negeri 1 

Wonorejo Pasuruan sebagai contoh atau teladan bagi peserta didik 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, seorang 

guru haruslah memberi contoh yang baik, segala tingkah lakunya tidak 

bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. 

Segala bentuk penyimpangan tidak akan terjadi jika guru, orang tua 

dan masyarakat mampu memberikan teladan yang baik bagi anak, 
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potensi untuk berbuat yang melanggar norma, aturan itu akan semakin 

kecil. 

Pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 1 Wonorejo juga tidak 

terlepas dari upaya pemerintah kabapaten Pasuruan dengan kebijakan 

wajib madrasah diniyah bagi peserta didik sekolah dasar formal. 

Madrasah diniyah sangat membantu dalam pembentukan karakter 

siswa, siswa semakin paham dengan ilmu agama dan akhlak yang 

semakin baik daripada sebelum adanya kebijakan program wajib 

madrasah diniyah.  

Tujuan mendasar dari penyelenggaran program wajib madrasah 

diniyah yaitu membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Madrasah diniyah 

juga mencegah agar peserta didik tidak gampang terpengaruh oleh 

pergaulan bebas dan pengaruh buruk dari lingkungan masyarakat yang 

diluar sekolah, meminimalisir kejadian seperti itu maka dibentuk 

program wajib madrasah diniyah supaya waktu  untuk bermain bisa 

seminimal mungkin karena adanya madrasah diniyah,  waktu bermain 

yang tidak bermanfaat bisa di minimalisir. Karena pelaksanaan 

madrasah diniyah setelah pulang sekolah formal, supaya tidak terlalu 

lama senggang waktu bermain, mungkin disitu bisa terbentuknya 

karakter siswa yang baik. Karena semakin banyak waktu bermain 

siswa kemungkinan besar siswa terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. 
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2. Analisis Tentang Implementasi kebijakan program wajib belajar 

madrasah diniyah dalam membentuk karakter siswa berdasarkan 

peraturan bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 tahun 2016. 

Dari paparan data yang penyaji paparkan diatas terkait 

implementasi peraturan daerah tentang kebijakan program wajib 

belajar madrasah diniyah berdasarkan peraturan bupati Kabupaten 

Pasuruan Nomor 21 tahun 2016.. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah 

tentang kebijakan program wajib madrasah diniyah sudah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten 

Pasuruan, dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dicapai. 

Diambil dari landasan teori penyelenggaraan wajib belajar 

madrasah diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan 

ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
105

 

Kemudian adanya wujud konkrit dari pemerintah daerah dengan 

mensosialisasikan program wajib madrasah diniyah kepada seluruh 

lembaga pendidikan dasar formal yang ada di wilayah kabupaten 

Pasuruan, serta mendapat dukungan yang baik dari semua stakeholder. 

Salah satunya di SMP Negeri 1 Wonorejo yang telah melaksanakan 

program wajib madrasah diniyah.  
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Program tersebut merupakan terobosan yang positif dari dunia 

pendidikan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi lebih baik. 

3. Analisis Faktor pendukung dan penghambat implementasi program 

wajib belajar pendidikan madrasah diniyah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan 

program wajib madrasah diniyah, yaitu: 

a. faktor komunikasi, penyaluran informasi dalam kebijakan ini 

tersampaikan dengan baik, jelas dan konsisten melalui 

sosialisasi program dan rapat koordinasi program, namun 

komunikasi antara lembaga formal dan lembaga madrasah 

diniyah kurang terjalin dengan baik, akibatnya sering terjadinya 

kesalah pahaman terkait waktu pelaksanaan ujian ketika di 

madrasah diniyah. 

b. Faktor sumber daya, pada aspek ini  sudah siap dalam 

mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini terlihat 

bahwa tenaga pelaksana atau tenaga kependidikan merupakan 

guru yang sudah memiliki kualitas memadai dari tingkat 

pendidikan tinggi , profesional, kompetensi dibidangnya; dan 

sumber daya non manusia, pada aspek ini fasilitas saran 

prasarana masih kurang terpenuhi sehingga pemenuhan standar 

sarana dan prasarana menjadi prioritas utama sekolah.  

c. Faktor disposisi, pada aspek ini cukup baik. Semua elemen 

pemangku kepentingan pendidikan selaku pelaksana kebijakan 
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selalu terlibat aktif meberikan dukungan dan komitmennya 

baik dalam hal financial, pemikiran serta tenaga untuk 

mendukung implementasi kebijakan program tersebut. 

d. Faktor struktur birokrasi, pada aspek ini struktur birokrasi 

dalam mengimplementasikan kebijakan program wajib 

madrasah diniyah sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pasuruan. Struktur birokrasi tersebut sudah 

tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu Dinas 

Pendidikan hingga ke level yang paling rendah yaitu tingkat 

sekolah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya 

setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang 

masing-masing dalam melaksanakan kebijakan tersebut 

sehingga memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam 

mengerjakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat dalam 

organisasi menjadi seragam dan konsisten. 

Sasaran utama dalam kebijakan ini yaitu bertujuan untuk 

kepentingan siswa dan menghasilkan output yang berkualitas. Hal ini 

juga sebagai bentuk nyata bahwa proses pembentukan karakter pada 

siswa akan terwujud karena upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

mengharapkan dimulainya madrasah diniyah sebagai alat pendidikan 

bagi siswa dalam mengembangkan pengetahuan ilmu keagamaan serta 

membentuk akhlaq yang baik bagi siswa. Hal tersebut akan terwujud 

melalui output yaitu terbentuknya karakter positif  pada pribadi siswa.
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BAB V 

PENUTUP 

Dalam bab ini akan di jelaskan oleh penulis tentang beberapa hasil kesimpulan 

dari beberapa bab yang telah di jelaskan di dalam pembahasan yang terdahulu, 

dapat ditarik kesimpulan dan juga saran diantaranya adalah sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisa data, maka peneliti dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program wajib madrasah diniyah yang diterapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Pasuruan di SMP Negeri 1 Wonorejo memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter siswa, dengan tujuan membentuk 

karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Madrasah diniyah mencegah agar 

peserta didik tidak gampang terpengaruh oleh pergaulan bebas dan 

pengaruh buruk dari lingkungan masyarakat yang diluar sekolah, 

sehingga siswa memiliki pemahaman tentang agama dan memiliki 

karakter yang lebih baik dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter. Akan tetapi kesimpulan ini dapat berubah sesuai 

dengan keadaan peneliti selanjutnya karena penulis menggunakan 

metode kualitatif yang mengutamakan proses dari pada hasil sebuah 

penelitian. 

2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Program Wajib Belajar 

Madrasah Diniyah dalam membentuk karakter siswa berdasarkan 
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peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 sudah 

sesuai dengan ketentuan berdasarkan proses penelitian kualitatif yang 

penulis lakukan. Dengan adanya wujud konkrit dari sekolah dengan 

mensosialisasikan program wajib madrasah diniyah kepada seluruh 

stakeholder yang ada di sekolah, dan koordinasi dengan lembaga 

pendidikan madrasah diniyah terkait program wajib belajar madrasah 

diniyah. Dengan tujuan meningkatkan layanan pendidikan bagi 

masyarakat dapat mengenyam pendidikan Dasar sekaligus pendidikan 

keagamaan (Madrasah Diniyah) dan peserta didik  mempunyai 

kecerdasan intelektual, emosional yang diimbangi dengan spiritual 

melalui pendidikan agama yang kuat. 

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program 

wajib belajar madrasah diniyah yaitu, komunikasi, resource, disposisi 

dan struktur birokrasi. 

4. Adanya peraturan daerah tentang wajib belajar madrasah diniyah di 

kabupaten Pasuruan sangat berperan dalam pembentukan karakter 

siswa khususnya di SMPN 1 Wonorejo Pasuruan. kesimpulan ini 

penulis sampaikan berdasarkan proses penelitian yang ada di SMPN 1 

Wonorejo Pasuruan. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata banyak hal yang 

terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang wajib belajar 

madrasah diniyah Di SMPN 1 Wonorejo Pasuruan. Apa yang kita ketahui 
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dan kita pahami dalam teori, tidak mesti sama dengan keadaan sebenarnya 

di lapangan. Maka dengan segala rendah hati dari sifat yang bijak penulis 

memberikan masukan sebagai berikut: 

1. Menjadi kewajiban kita bersama baik dari pemerintah maupun 

stakeholder yang terkait dalam implementasi program wajib belajar 

madrasah diniyah yang ada di SMPN 1 Wonorejo Pasuruan agar 

tujuan wajib belajar madrasah diniyah terlaksana dengan baik. 

2. Perlu optimalisasi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan program wajib belajar madrasah diniyah ini 

terutama komunikasi antar lembaga formal dan lembaga madrasah 

diniyah agar terjalin komunikasi dengan baik. Serta sumber daya non 

manusia, dengan terus melakukan pembenahan dan pemenuhan 

fasilitas sarana dan prasarana secara optimal. 

3. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan kiranya peneliti 

selanjutnya dapat menyempurnakan dan menjadi khazanah 

pengetahuan bagi kita semua. 
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